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ABSTRAK

Pemerintah desa mgrakan sebuah unspenyelenggaraan pemerintahan
yang bertugas melayani kebutuhan masyardkamerintah desa bertugas dan
tanggung jawab untuk mengurus masyarakat agar terciptanya masyarakat yang
sejahtera.Berdasarkan Undardgndang Nomor 6 Tahun 2014 tang Desa
menyatakan bahwa pemerintah desa berkewajiban memberikan dan
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan di dalamnya melaksanakan
tugasnya, pemerintah desa berkewajiban menyelenggarakan administrasi
pemerintahan yang baik serta melaksanakarsipriata pemerintainadesa yang
transparan. [@ntaa peran yang harudijalankan pemerintah desa meliputi
pelayanan, pengaturan, pembinaan, koordinasi, pengelolaan dan pembangunan.
Adapun salah satu tugas pokok yang harus dijalankan pemerintah desa adalah
melayani keperluaadministrasi masyarakaeperti pengurusan KK, KTP, Akta
kelahiran, surat keterangan penduduk, surat kelakuan baik dan lain sebagainya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam
pelayanan administrasi bagiasyarakat Gampong brecot Kecamatan Kuta Cot
Glie Kabupaten Aceh Besar dan untuk mengetahui sistematikeyapain
administrasi masyarakatampong tersebut Metode yang digunakan dalam
penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptisil Ha
penelitian menuakkan bahwa pemerintah desa telah melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya dengan baik dalam melayani masyarakat yang mengurus
administrasi kependudukan. Meskipun ada kendala dalam pelayanan administrasi
berupa tidak adanya kantor kéilg nhamun pelayanaadministrasi tetap terjadi
di rumah keuclk atau di rumah sekretaris des@dapun sistematika pelayanan
administrasi masyarakat adalah harus menjumpai keuchik atau sekretaris desa
terlebih dahulu. Selanjutnya keuchik mengarahkan mnmakgauntuk menjumpa
sekretaris desa dan kemudian meminta tanda tangan keuchik sekaligus stempel
desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah desa telah berupaya
menjalankamerannyadengan baik yaitu melayani masyarakat dengan membantu
mengurus kegrluan administrasi kependudukan. Pemerintah desa telah
semaksimal mungkin meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dengan
menyediakansarana dan prasarana puli&merintah desa jugaemberikan
informasi dan mengarahkan masyarakat untuk memenuhi tsyan@at
prengurusan administrasi.

Kata kunci : Peran Pemerintah Desa, Pelayanan, Administegashpond.amcot
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BAB |
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Pada tingkat degaeran pemerintah desa menjadi sangat penting untuk kemajuan
suatudesa.Pemerintahdesa berperan penting lda melayani masyarakat gampong
sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyatakatk melayani
kebutuhan masyarakat peran pemerintah desa sangat dibutuhkan guna mewujudkan
masyarakat yang berkembangndsejahteraUndangUndang Nomor 25 Tahun 2009
tentangPelayananPublik, menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau
rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan
peraturan undangndang bagi setiap wargeegara dan penduduk ataarang, jasa dan
pelayanan administrasi disediakan oleh penyelenggara pelayanak.'pSelingga
pemerintah desa wajib untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik
yang layak, dan penyelenggaraan pelayanan publiasdsngan peraturan peramdy
undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undargndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan
bahwa pemerintah desa berkewajiban memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dan di dalamnya melaksanakan tugasnyaripgash desa berkewajiban
menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik serta melaksanakan prinsip tata
pemerintahan desa yang transpardelanjutnya dalam melaksanakan tugas, fungsi dan

wewerangnya pemerintah desa tidak terlepas dari peran galaknnya administrasi

1 UndangUndang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2 UndangUndang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa



pememtahan itu sendiri, yang dilaksanakan untuk mengelola segenap kegiatan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyafak®emerintah desa adalah instansi
pemerintah yang terendah dan memiliki cakupan wilayah yang kecil sehinggapditin
pemerintah desa dapaenyerap segala aspirasi dari masyarakat.

Dengan adanya Undaitiégndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa
pemerintahdesa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masy3sdit.
satu aspek yang haruperbaiki dalam meningkatkan pelayanaaty ketersediaan
fasilitas sarana dan prasarana seperti kantor keuchik, peralatan kantor, komputer dan
berbagai perlengkapan lainny&etersediaan sarana dan prasarana sangat penting dan
menjadi salah satu yangrmgmt berpengaruh terhadap peningkataritasapelayanan.
Karena dengan adanya sarana pelayanan yang memadai dapat memberikan kenyamanan
dan kepuasan kepada masyarakat selama berada dalam ruangan pelslysalayga,
dengan adanya kantor keuchik masat lebih mudah untuk mengakses pelayanan
administrasi. Kantor keuchik merupakan sarana pendukung dalam pengoptimakan
pelaksanaan fungsi manajemen kerja organisasi yang memberikan citra dan kewibawaan
para aparatur dalam melayani masyarakat gagnpo

Pada dasarnya setiap manusia membuatohtelayananManusia tidak dapat
dipisatkan dari pelayanan, Karena dalam rangka mempertahankan dan memenuhi

kebutuhan hidupny&elayanan yang dibutuhkan manusia pada dasarnya ada dua jenis,

3 Marzihan,Analisis Fungsi Administrasi Pemerintahan Desa DalamniRgkatan Pelayanan
Publik Di Desa Perincit Kecamatan Pusako Kubapaten ,S&#kipsi diterbitkan,(UIN SUSKA
RIAU: 2013) HIm. 8

4 Erdipa Panjaitan, Rosmala Dewi, DKK, Peran pemerintah Desa Dalam Meningké#tkalitas
Pelayanan Administrasi Kada Masyarakat Skripsi tidak diterbitkan, (UMA:Juni 2019,
perspektif8(1)(2019), Dakses pada tanggal 2 Maret 2024Im.33

> Yayat Rakuyat,Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan DiKecamatan
Pasir JambuyJurnal limiah Magisterithu administras{JIMIA) NO.2 Tahun XI Juni 201'HIm 60



yaitu layanan fisikyang bersifat pribadi sebagai manusia @ganan administratif yang
diberikan orang lain selaku anggota organisasi, baik itu organisasi massa atalf Negara.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Aceh, menyebutkan, dari 6.474
gampong di acelsaat ini, 4.411 diantaranya tidak memiliki kankauchik. Salah
satunya adalah di Gampong Lamcot Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar.
Ketiadaan kantor tersebut menyebabkan pelayanan pemerintah desa tidak optimal.
Tujuan kantor keuchikdalah untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat bai
itu pelayanan administrasi antara pemerintah desa maupun masyarakat. Pelayanan
administrasi adalah pelayanan yang berhubungan dengan tata persuratan administrasi
Untuk terlaksananya fungsi admtrasi yang baik maka diperlukan adanya penunjang
untuk tecapainya pelaysan administrasi.

Berdasarkan pengamatan awal yang telah dilakukan di Gampong Lamcot
KecamatarKuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar bahwa terdapat bebpeapasalahn
yang dijum@i pada bagian pelayanan. Fasilitegrana dan prasaranaelayanan
merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan. Oleh
karena itu, pemenuhan fasilitas pelayanan bagi masyarakat merupakan salah satu hal yang
perlu diperhatilan. Fasilitassarana dan prasarangelayanan di Gampong Laot
Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Beasasih kurang memadai seperti tidak
adanya kantor keuchikDengan ketiadaan kantor keuchik masyarakat merasa kesulitan

dalam pengurusan administiras

6 Damanik, Ephani AnggarePengaruhKualitas Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil terhadap Kepuasan $ylarakat Kecamatan Raya Kabupatsimalungun,
Skripsi diterbitkan(USU:2019), HIm 14

7 Marzihan,Analisis Fungsi Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Peningkatan Pelayanan
Publik Di Desa Perincit Kecamatan Pusako Kubapaten,St&kipsi diterbitkan, (UIN SUSKA
RIAU: 2013) HIm. 9



Pelayanaryang selama ini diberikan oleh perangkat desaerintah gampong
hanya bersifat administrasi seperti mengeluarkan-surat keterangan yang dibutuhkan
oleh warga masyarakat dan membuat lap¢aporan administrasi pemerintahseperti
pengisian bukibuku model administrasi gampofgrofil gampong)ataupun membuat
laporan. Aktivitas penyelenggaraan pemerintahan desa oleh keucdahk perangkat
gampong dinilai kurang fleksibel dan kurang berinisiatif dalam pelaksanaan pekerjaan
terutama yang menyangkut dengan pelaksanaan administrasi dan manajemen
penerintahan gampong.Umumnya sarana perkantoran sebagai tempat dimana proses
admninistrasi dilaksanakan belum tersedia dan alat tulis kantor tidak tersedia secara
memadai bahkan tidak adkalaupn ada banyak tidak berfungsi. alRksanaan
administrasi gampongeringkali masih dikerjakan dumah keuchikatau rumah wakil
keuchik (sekrmaris gampong) bahkan serimgenggunakan sebagian  ruangan dari
menasah.

Dengan demikian dalam rangka mearikan pelayanan kepada masyarakat, peran
pemerintah desa harus diupayakantuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada
masyarakat. Begitu juga dengan pelayanan masyaratatmpong.amcot Kecamatan
Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar. Pelayanan akaksarakan dengan baik apabila
pemerintah desadapat memainkan perannyaadémagsung dan melibatkan diri dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya, agar
masyarakat puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerisdgathatiepelayanan
yang diharapkan dapat berjalan secara optimal.

Untuk damt melaksanakan tugas menyelenggarakan pemerintah desatialitiap

pemerintahan desa dilengkapi dengan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung



diantaranya ialah harus adanya kantor keuchik dan fasilitas yang lain untuk memberikan

pelayanarkepada rasyarakatArtinya, mempersiapkan sumber daya (SDM) yang handal

dan untuk mendukung dengan fasilitas sarana dan prasaranan yang memadai salah
satunya kantor Keuchik yang refresentatif sebagai upaya pelayanan prima kepada

masyarakat.

Berdasarkaruraian laar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka
rumusan masalah dalam penelitian adalah “ Per an Pe meri ntah Des:
Pelayanan Administrasi Bagi Masyarakat Gampong Lamcot Kecamatan Kuta Cot
Glie Kabupaten Aceh besar)?”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:

1. Bagaimana peran pemerintatesd dalam pelayanan administrasi bagi

masyarakat gampong lamcot kecamatan kuta cot glie kabupatenesee® b
2. Bagaimana sistematikpelayanan @ministrasibagi masyarakat gampong
lamcotkecamatan kuta cot glie kabupaten ace$eln?
1.3Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:
1. Untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pelayanan administrasi bagi

masyarakagjampong lamcot kecamatan kuta gli¢ kabupaten@eh kesar

& https://acehtribunnews.com diakses pada tanggal 30 November 2019


https://aceh/

2. Untuk mengetahui sistematika pelayanadmaistrasi yang dilakukan
pemerintah dsabagi masyarakat gampong lamcot kecamatan kuta cot glie

kabupaten acehelsar.

1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat atau kaegnaan penelitian merupakan dampidei tercapainya tujuan
penelitian. Untuk itu, kegunaan hasil penelitian ini mencakup beberapa hal, yaitu sebagai
berikut:
1. secara teoritis
Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:
a. Memberkan sumbangan pikiran bagi perkeamigan ilmu pengetahuan sosial
dimasa yang akan datang, terutama lImu Administrasi Negara.
b. Sebagai bahan informasi dan memperkaya kepustakaan dan menjadi sumber
bagi penelitian berikutnya.
2. Secara praktis
a. Menambah wawasan dan pengalamanndsung penulis tdang
seberapafektif peran pemerintah desa dalam pelayanan administrasi bagi
masyarakat gampong lamcot kecamatan kuta cot glie kabupaten aceh
besar
b. Dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan serta rekomemasi ba

instansi terkait yang penulis jadikahjek penelitian



1.5 Penjelasan Istilah

a.

Peran adalah suatu tindakan atau prilaku yang diharapkan oleh banyak orang
atau sekolompok orang terhadap suatu perubahan atau harapan yang
mengarah pada suatemajuan.

Pemerintah Desa adalah penyelengaraan urusan ripgghan oleh
pemerintah desa yang dikepalai oleh kepala desa yang dibantu oleh
perangkat desa dalam mengurus kepentingan masyarakat setempat.
Pelayanan adalah usaha yang dilakukan oleh sekeloangaog guna untuk
membantu memudahkan urusan orang lainnggla mencapai tujuan yang
telah ditetapkan sebelumnya.

Administrasi adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan dalam proses
kerjasama oleh beberapa orang sehingga memperoleh tujuan tertentu.
Pelayanan administrasi adalaipaya pemerintah desa untuk melaya
masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan sepeutiu
keluarga (KK), KTP, Akta dan keperluan pencatatan lainnya.

Desa adalah kesatuan hukum yang memiliki batas wilayah yaweteemng

untuk mengatur dan mengurus pemerintahan guna untuk keyektingan
setempat.

Keuchik adalah kepala badan eksekutif Gampong dalam penyelenggaraan
pemerintah Gampong dan membina masyarakat Gampong dan lain
sebagainya.

Badan Permusyawaratan Desa [BRdalah Badan perwujudan demokrasi

dalam penyelenggaraan penmésih desa sebagai unsur penyelengara desa.



Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa
bersama kepala desa, menampung aspirasi masyarakat dan mengawasi

peraturan desa

1.6 Metode Penelitian
1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakasebuah penelitian dengan pekakan kualitatif yang
bersifat éskriptif. Menurut Nasir, penelitian deskriptif adalah metode penelitian untuk
membuat gambaran mengenai situasi dajadian’® Menurut Denzin dan Lincoln
menyatakanbahwa penelitian kualitdtiadalah penelitian yang menggunakan latar
alamiah dengan maksud menaksirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan
melibatkan berbagai metedang adaSedangkan menuréricksonpenelitian kualitatif
merupakan suatu usaha untuk menemukan darggaenbarkan sacara naratif kegiatan
yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan Hereka.

Metode Penelitian ialah proses persiapan kompdwoemponen pnelitian seperti
halnya pengumpulan data, analisis data, dan perlengkapaelitip@!! Peneliti
menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin melihat langsung bagaimana
perilaku subjek penelitian dan melihat sejauh mana pengembangan konsemaela

terhadap masyarakaPenelitian ini menggunakan metode penelitian lapaneld

%  Emi dwi astuti. Gambaran proses kegiatan pembinaan terpadu penyakit tidak
menular puskesmas sempu kab bayuwesigipsi diterbitkanuniversitas jember2015,HIm.
37.

10 Albi Anggito dan Johan Setiawavietode Penelitian Kualitatif(Jawa Barat:CV Jejak
2018)HIm. 7.

11 Lexy JMoleong,Metodelogi Penelitian KualitatifBandung: PTRemaja Rosdakarya,
2010),HIm.9-10.



research) yaitu data yang didapat dari lapangan. Penelitian lapangan adalah sebuah
penelitian yang sumber data dan proses penelitiannya menggunakan kancah atau lokasi
tertentu sesuai dengan yang dipffiVietode ini sebagai pedoman pendditjardapat
mempelajari secara mudah latar belakang suatu keadaan sosial yang menyangkut
individu, kelompok, lembaga atau kumpulan masyarakaka dari itu, peneliti memilih
gampongini sebagai objek utama penelitiannya, dikarenakan peneliti ingin melihat
langsuing bagaimana kerja pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakatnya dengan ketiadaan kantor keuchik. Dalam mpgndan data peneliti

memakai tknik wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai data pendukung.

1.6.2 Fokus Penelitian

Tabel 1.1
Peran Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Administrasi Bagi
Masyarakat Gampong Lamcot

No Dimensi Indikator Sumber
1.| Peran a. Fasilitator Aduwina Pakeh, Pera
Pemerintah b. Mobilisator keuchik dalam
Desa c. Regulator penyelenggaraan

pembangunan gampon
aceh barat:2018, Jurnal

Public Policy

Sumber:Jurnal Public

12 Musfigon, Panduan LengkapMetodologi Penelitian Pendikian (Jakarta: RestasiPublic
Publisher, 2012),k. 56
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1.6.3Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi dsamponglLamcot Kecamatan Kuta Cot Gliabupaten
Aceh Besar. Lokasi ini dipilih karena di Gampong Lamcot Kecamatan Kuta Cot Glie
Kabupaten Aceh Besar saat ibelum adanya pembangunan kantor keuchik yang
merupakan pusat pelayanan kepada masyarakat Desa. Tujuan Kantor Keuchik adalah
untuk mengofpimalkan pelayanan kepada masyarakat baik itu pelayanan administrasi

antara pemerintahan desa maupun masyarakat.

1.6.4 Jenisdan Sumber Data
a. Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh dengan survey langslagakgan
dengan mengunakan senmatode pengumpulan data seperti wawangang menjadi
informan penelitian disini adalah kepala desa, sekretarisidegalaseksi Pemerintahan
Kepala Seksi Pelayanaan tokoh masyarakat.
b. Data Skunder
Sumber data sekunder merupakan sumber data yaglaidgsung memberikan
data kepada pengumpul data. Misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen atay sumber
sumber resmi laimya. Data sekunder juga data yang diperoleh dari studi kepustakaan
yang berupa buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, sditexatur lain yang dapat
memberikan informasi terkait Peran Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Administrasi

Bagi Masyarakat Gampongmcot Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh BEsar

13 |le Tokanp.raty Manajmen Penelitian Guru Untuk Pendidikan Bermfakarta:PT
grasindo,2016) HIm.26
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1.6.5 Informan Penelitian

Tabel 1.2
Informan Penelitian

No Informan Jumlah
1. Kepala Desa 1 Orang
2. Sekretaris Desa 1 Orang
3. Kepala Seksi Pemerintahan 1 Orang
4 Tokoh masyarakat yang dilayani 2 Orang
5.. Kepala Seksi Pelayanan 1 Orang

Jumlah 6 Orang

SumberOlahan Penelit2020

1.6.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a.Observasi

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamsieug lang
adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada alat bantu lain untuk
keperluantersebut. Dalam kaitannya dengan penelitian ini penulis langsung terjun ke
lapangan menjadi partisipan (observer partisipatif) untuk menemukan dan meadapatk
data yang berkaitan dengan fokus penelitfaMenurut Arikunto observasi adalah
mengumpulkan datatau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha

usaha pengamatan secara langsung ketempat yang akan'titeliti

14 Emi dwi astuti,Gambaran Proses KegiatdembinaarTerpadu Penyakit Tidak Menular
Puskesmas Sempu Kabupaten Bayuwedlipsi diterbitkan, Universitastber,2015,HIm. 41-
42

15 Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan PraKtiekarta: Rineka Cipta,200&JIm. 124.
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Dalam penelitian ini, penelinenggunakan metode observasi langsung yaitu pada
Gampong Lamcot Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupateeh Besar.Pengamatan
dilakukan secara langsung ditempat yang menjadi objek penelitian, sedangkan objek yang
diamati adalah peran pemerintah desa dalaraypabn administrasi bagi masyarakat
gampong.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik penguampwlata yang menggunakan
proses interaksi atau komunikasi secara langsuragaapewawancara dengan informan.
Dalam penelitian ini yang menjatiformanadabh kepala desagkrestaris des&gpala
seksi pemerintahakepala seksi pelayanaertatokoh masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara untuk memperoleh informasi data penelitian
berkaitan dengan peran pemerintah desa dalam pelayanan &@siifiagi masyarakat
gampong. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpubiexbagai literasi baik dari
buku tentang berbagai teori dan pendapat, maupun jurnal penelitian sebelumnya yang
berhubungan dengan permasalahan penelitian Peran Pemerintah esdPBlalyanan

Administrasi Bagi Masyarakat Gampong.

1.6.7Teknik Analisis Data
Anadlisis data kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan-daddaariain,

sehingga mudah dipaimi dansemuannya dapat di informasikan kepada orang*fain.

18 Ibid, HIm 43
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MenurutMiles dan Huberman analisis terjadi dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara
bersamaan yaitu dengan cara reduksi data atau penyederhanaan (data reduction),
paparan/sajian data (datamesy) dan penarikan kesimpulan.

Teknik analisis data dilakukan dgam cara:

1. Tahap reduksi datadalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada
penyederhanaan, pengobservasian, dan transformasi data mentah/data kasar
yang muncul dari catatacatatan terlis di lapangan. Reduksi data dilakukan
dengan membuat ringkasanengembangkan sistem pengkodean, menelusuri
tema, membuat gugtggigus, dan menuliskan menféeneliti dituntut harus
memiliki kemampuan berpikir sensitif dengan kecerdasan, keluasan, serta
kedalaman wawasan yang tinggi.

2. Tahap penyajian datd@enyajian datadalah proses penyusunan informasi
yang kompleks dalam bentuk sistematis, sehingga menjadi bentuk yang
sederhana serta dapat dipahami makn&w®reyajian data diarahkan agar data
hasil reduki terorganisirkan, tersusun, dalam pola hubungan, sehingga makin
mudah dipahami dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya.

3. Tahap penarikan kesimpulan dan verifikaBenarikan kesimpulan adalah
langkah teakhir yang dilakukan peneliti dalam mengasialidata secara terus
menerus baik pada saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data.
Dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan tersebut dengan cara

induktif, yang mana peneliti berangkat dari kskasus yang bersifat khusus
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berdasarkan peataman nyata kemudian dirumuskan menjadi model, konsep,

teori, prinsip, propinsi, atau definisi yang bersifat umtfm.

17 Milles dan Hubermaninalisis Data Kuatatif, (Jakarta: universitas Indonesia press,
1999, HIm.16
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KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu
1. Edipa Panjaitan dan Rosmala Dewi, DKK (2019), jurnal, universitas UMA,

judul jumal “Per anan Pemerintah Desa dal am
Pel ayanan Admi ni st r aPReneliti@heipi an€rapakadda s y a r a
penelitian deskriptif kutatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
kualitas pelayanan dikantor kepala desa aek korsik kedaaraak kabupaten
labuhan batu utara sudah mulai membaik dapat dinilai dari lima dimensi
yaitu Tangible, Reliability, Resvonsiviness, Assurance dan Emphaty. Dengan
menggunakan dimensi ini, pelayanan yang digunakan dapat berjalan dengan
sesuai harapan mgarakat dan dapat meningkatkan standar pelayanan yang
efektif 18
Persamaan: sanrsama meneliti tentang peran pemerintah desa dalam
meningkatkan pelayanaepada msayarakat.
Perbedaan: Penelitian yang dilakukan oleh Adipa Panjaitan dan Rosmala
Dewi, dkk, sidah membaik dalam meningkatkan kualitas pelayanan di desa

aek dikamatan labuhan batu utara.

18 Erdipa PanjaitanDkk, Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Administrasi Kepada MasyarakaBkripsi tidak diterbitkan(lUMA: Juni 2019) Diaksespada
tanggal 3 Mare202Q HIm 36-37

15
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2. Muh Fachri Arsjad (2018), jurnal, UniversitaSorontalo, judul jurnal
“Peranan Aparat Desa Dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan
Desa di Desa Karyamukti Kegwtan Mootilango Kabupaten Gorontéla
Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui peran aparat desa dalam pelaksanaan
tugas administrasi pematahan desa. Metode penelitian yang digunakan
adalah kuantitatif yang jenis penelitiannya adalah deskriptif. Hasglitian
ini menunjukkan bahwa: pertama, peran aparat desa dalam pelaksanaan tugas
administrasi desa karyamukti mootilango kabupatenrgato masih kurang
maksimal. Penilaian ini karena tiga kepala urusan, baik pemerintah,
pembangunan dan umum mengabahwa perannya belum maksimal dalam
melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif. Kedua, faktor yang
mempengaruhi upaya peningkataaparat desa dalam pelaksanaan tugas
administrasi didesa karyamukti adalah disiplin kerja, pendidikan dan
pelatihansarana dan prasarana dan tingkat kesejahteraan aparatur pemerintah
desat®
Persamaan: Diobjek penelitian tentang peran aparat desa dalam
meningkatkan pelakasanaan administrasi
Perbedaan: Penelitian yang dilakukan Muh Fachri Arsjad lebih kepada
pelaksanaamdministrasi dan hasil pelaksanaannya lebih menekan kepada

peran aparat desa dalam administarsi.

19 Muh Fachri ArsjadPeranan Aparat DeséDalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa
di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten GorontalaiversitasGorontalo:2018),
JurnalOf Public Administration Studie&/olume ENo.1-April 2018,HIm.31.
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3. Marzihan Amin, (2013), Skripsi, Univetas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau, Pekan Baru, Judul skripsinalisis Fungsi administrasi
Pemerintahan Desa Dam Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Perincit
Kecamatan Pusako Kabupaten Sidlasil penelitian ini menunjukkan bahwa
administrasi pemrintahan yang ada pada kantor desa perincit sudah
tergolong cukup baik. Pelayanan administrasi pemerintahan yangpdda
kantor perincit tergolong kurang baik karena kemampuan administrator
dalam menjalankan administrasi ditambah kurangnya keterbukdara an
aparat dengan masyarakat. Hambdtambatan dalam pelaksanaan fungsi
administrasi pemerintahan dikantor peringditu kurangnya pendekatan
antaa masyarakat dengan aparat pemerintah desa perincit, kurangnya
kedisiplinan aparat pemerintah, kurangngaaga profesional, kurangnya
buku-bukuadministrasi pelayanah.

Perbedan: Penelitian yang dilakukaviarzihan Amin terdpat pada objek
penelitian

Persamaan: Sansama meneliti tentang pemerintah desa

2.2 Teori Peran
Teori peran adalah teoyiang merupakan perpaduan teori, orientasi, maupun
disiplin ilmu, selain psikologi, teori peran berawal dari masih tetap digunddizam

sosiologi dan antropologi (Sarwond).a 1 am ket i ga il mu tersebut

20 Marzihan Amin,Analisis Fungsi Administrasi Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Pelayanan
Publik Didesa Perincit Kecamatan Pusako Kabupaten Sskipsi diterbitkan (UIN Suska,
Pekanbaru,2013HIm 69.
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dari dunia teater.Dalam teateseorang ktor harus bermain sebagai seorang tokoh
tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh diu mengaharapkan prilaku seaar
tertentu.Dari sudut pandaitglah disusun teotteori perarf!

Peran adalah suatu perilaku seseorang yang diharapkanndepédtuat suatu
perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya
sesuai dengan apa yang diharapkan ddragai tolak ukur seseorang sebagai orang
pemimpin apakah orang itu dapat meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas
tugasnya yang diberikan kepada seseorang akan membuat orang tersebut dapat
memaksimalkan kinerja dalam menjalankan tetyassny&?

Menurut Cohen peran merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang
yang menduduki status tertentu as@mseorang yang mempunyai wewenzisglain itu,
Robbins juga menj asendd dpected pehavierpatterns btiriputed
to someone @upying a given position in a social uhit ( s e ba gai suatu tin
dilakukan oleh seseorang dikarenakawenempatiposisi status sosial yang khusus).
Biddle & Thomas mengklasifikasi teori peran dalam empat golongan;3faitu

1. Orangorangyangmengambilbagialalam interaksi sosial.
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut.
3. Kedudukan orangrang dalam pewlku.

4. Kaitan diantara orang dan perilaku.

2L Tri Hendra,Peran Pemerintah Berah Dalam MenjaminKetertiban Umum danPerlindungan
untukPengembangannvestasi Skripsi diterbitkanFisip Lampung:2017), Him 12
22 Aduwina Pakeh,Peran Keuchik Dam Penyelenggaraan Pembangunan Gampohggh
Barat:2018, Jurnal public policy,HIm. 4.
2 Mutiawanthi,Tant angan “Role”/ Peran yang-EPRDiSktelahapi ol el
Kembali ke Indonesiajurnal Al-Azhar Indonesia Seri HumanarVol. 4, (2), (2017), HIm.107
24 M.Alfi Syahri, Peran Dan Wewenang Majelis Tuha Peut Dalam Membedijikan Partai Aceh
(Studi Kasus Dewan Pimpinan Partai Agelurnal llmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol.(B;
22), (2018), HIm.78
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Menurut Bruce J Cohen peran merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh
seorang Yyang meduduki status tettenatau sesorang yang mempunyai
wewenang”Sedangkan menurut Suharto, mengemukakan beberapa dimensi peran
sebagai berikut:

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa
peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat baik dilaksgoerieam,
sebagai strategi. Penganut pahankémndalikan bahwa peran merilgpa
strategi untuk mendapatkadukungan masyarakatpyblic suppor}.
Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan
kepedulian masyarakg@tada tingkat keputusatikomendaikan dengan
baik maka keputusan tersebut memilik kredibilitas, peran sebagai alat
komunikasi.

2. Peran didaggunakan sebagai instrument atau alatuki mendapatkan
masukan berupafomasi dalanproses pengambilan keputusaetgepsi
ini dilandaskan oleh stia pemikiran bahwa pemiatah dirancang untuk
melayanani masyarakat, sehingga pandangan daafrerensi dari
masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai, guna noé&amju
keputusan yang responsivdan responsible, peran sebagai alat
penyelesaian sengketa

3. Peran didayagunakan sebagai suatu cara mengurangi dan meredamkan

konflik melalui usaha @ncapaian konsensus dari pendggatdapat yang

% Mutiawanthi,Tant angan “Rol e”/ Peran yan-g Dihadapi ol e
EPA Setelah Kembali ke Indonesiayral Al-Azhar Indonesia Seri Humaniqgr&ol. 4, (2),
(2017), h.107
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ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan
pandangan dapat meningkatkan pengertian darat@eserta mengurangi

rasa ketidak percayaan dan kerancuan, peran sebagaiteemirut

pea s eps i 1ni, peran dilakukan- sebaga
masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidak berdayaan
(sense of powerlenssngsketidak percayaan diri dan peran bahwa diri

mereka bukan komponen penting masyar&kat.

2.21 Peran Pemerintah Desa

Menurut Suhardono menyatakan bahwa peran merupakan patokan yang
membatasi apa yang mesti dilakukan seseorang yang menduduki satu3ahetgmun
peran pemerintah desa dalam Gampong adalah:

1. Fasilitator adalah tindakapemerintah desaalan penyediaan fasilitas,
sarana dan prasarana yang mendukung psospemerintahan dan
pembangunan.

2. Mobilisator adalah orang yang mengarahkan atau menggerakkak unt
melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunantgkna
kepentingan bersama.

3. Regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan
penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan pergperaturan dalam

rangka efektivitas dan tertib adminisirasmbangunan). Sebagai regulator

26 Deibby, Peran Kepala Desa Dalamelaksanaan Pembangunan Di Desa Tateli Satu Kecamatan
Mandolang Kabupaten Minahas@JIN SAM Ratulangi:2016), jurnal Politico, Hdl

27 Suhardono, Edy994 TeoriPeran: Konsep, Derivasi dan Implikasisnyakarta Gramedia Pustaka
Utama. Hal 14
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pemerintah memberikan acuan dakapada masyarakat untuk mengatur
segala pelaksanaan pemberdayaan.
Jadi, Pemimpin itu adalah seorang yang memiliki satu atau beberapa kelebihan

sebagai predisposisi (bakat yang yang dibseyak lahir) dan merupakan kebutuhan dari
satu situasi atau zamasehingga dia mempunyai kekuasaan dan kewibawaan untuk
mengarah dan membimbing bawahan.dia juga mendapatkan pengakuan serta dukungan
dari bawahan dan mampu menggerakkan bawahan kearah tejtemu.Jadi peran
adalah suatu prilaku seseorang yang dihamaplapat membuat suatu perubahan harapan
yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan yang
diharapkan dan sebagai tolak ukur seseorang sebagai seorang pemimpimgrakedan
dapat meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan ttggss yag diberikan kepadanya
sehingga akan membuat orang tersebut dapat memaksimalkan kinerja dalam menjalankan

tugasny&®

2.3Pemerintah Desa
2.3.1 Definisi Pemerintah Desa

Menurut HAW. Widaja pemerintah desa adaleédsatuan organisagiemerintah
terendah dibawah kecamatan yang memilkewenagan untuk mengatur dan
menuruskan kepentinganasyarakat setempat berdasarkasi-asul dan adat sitiadat
setempat yang diakui dalam sistem pemerintsdsional dan berada didaerah

kabupatert®Pemeintah desa yang diatur dalam Undédigdang Nomor 32 Tahun 2004

28 Aduwina Pakeh,Peran Keuchik dalam Penyelenggaraan Pembangunan Gampboeh
Barat 2018,Jurnal public policy, Hal 5

20 Prof Drs. Widjaja HAW. 200PemerintatDesa/ MargaPT Raja Grafindo persada, JakaHim
3
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tentang pemerintahan daerah menyebutkan, pemerintah desa terdiri dari tas kepala desa
dan perangkat lainnya.Adapuny ang di maksud adte ngasa “Ilpairmmy
merupakan perangkat pembaképala desa yang terdiri dari sekretaris desa, pelaksana
teknis lapangan seperti kepala urusan dan unsur tertentu seperti kepala dusun dengan
sebutan lainny&

Sedangkan menuriNy. Dra Saparin (1978) yaitkepala desgada dasarnya
adalah pemimpinorganisasi pem@tah desa yang secara langgudipilih oleh
masyarakat dari calon yang memenuhi syarat. Masgtgn kepala desa 6 tahun dapat
dipilih kembali hanya utuk 1 (satu) kali masa jabataerikutnya.Selain itu pula kepala
desa setelah prosesrmilihan yang dilabkan secara langsung dan sedarmal akan
ditetapkan dengan surat keputusan pejabat yang berwenangan mengangkat dan
memberhentikan yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota atas nama GuBernur

Suatu desa akan dipimpin oleh seorangakeplesa/aparatur yang menjalankan
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Nurcholis (Arenawati)
menjelaskan pemerintah desa merupakan unsur penyelenggara pemerintah
desa.pemerintah desa terdaias kepala desa dan perangkat desa, pemieroesa
memiliki tugas pokok yaitu:

a. Menjalankanurusan rumah tangga desa, urusan piErtaan umum,
pembangunan dgrembinaan masyarakat
b. Menjalankan tugas pembantua dari pemerintah, pemerintah provinsi,

pemerinah kabupaten.

30 UndangUndang Nomor 32 tahun 208dntang Pemerintahan daerah
31 Aduwina Pakeh, Peran Keuchik dalam Penyelenggaraan Pembangunan Gampareh
Barat :2018,Jurnal public policy, HIm. 2.
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Pemerintahah desa yang dipimgleh kepala desa, dibantu oleh sekretaris desa
dan perangkat dedeerangkat desa terdiri dari atas kep&kgpala urusan, yaitu pelaksana
urusan dan kepala dusun.Kepképala urusan membantu sekretaris desaymdiakan
data informasi dan memberikan @ghnan.Pelaksana urusan adalah pejabat yang
melaksanakan urusamusan rumah tangga desa dilapangan.Kepala dusun adalah wakil
kepala desa diwilayahnya.Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur
dandiurus oleh pemerintah desa.untuk mengatengurus dan pengurusan urusannya,
pemerintah desa membuat peraturan desa. Peraturan desa dibuat oleh kepala desa bersama
dengan badan permusyawaratan desa selanjutnya disigkat BPD. Peraturan desa
dilaksanakan leh kepala desa dan dipertanggung jawabkapada rakyat melalui
BPD3

Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat ditingksttkiasnya
menjadi kelurahan, esamemiliki pementahan sendiri. Pemerintahan desa terdiri atas
pemerintah desa yang meltipepala desa, perangkat dekan badan permusyawaratan
desa (BPD).Kepa desa adalahpimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa
(BPD).Badan Permsyawaratan Desa (BPD) adalldmbagaperwujudan demokrasi
dalam penyelenggaraan pemerintahan éegmota BPD adalah wakil dari penduduk
desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah.Anggota BPD terdiri dari ketua
rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokpbrateéa

masyarakat l@nya.Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat

32 Sugiman, Pemerintah Desd)miah Mahasiswa Binamulia Hukum Universitdsryadarmalurnal
Vol.7 No.1Juli 2018, HIm. 86
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diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikiRnyg@inan dan anggota
BPD tidak diperbolekan merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat
desa.Badan Permusyaratan Bsa (BPD) bdungsi menetapkaperaturardesa bersama
kepaladesa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat (Stami).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah
desa yang terpenting adalah pemerintah desa mamgningkatkan kesejadraan
rakyatnya, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa dan mampu
meningkatkan daya saing desanya.hal itu, terwujud apabila urusan yang menjadi
kewengan desa terlaksana dengan baik.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) PermemrDalomor 1 tahun 2@ tentang
pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa
menyebutkan bahwa peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar
bagi kebijakan, program, dan administrasi desa dalamndpidaenyelenggaraan
pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa,
dan pemberdayaan masyarakat désBalam Pasal 17 ayat (1) Permendagri Nomor 1
Tahun 2015 menyebutkan bahwa pemerintahan desa memfasilitas musyawarah desa
dengan menyediakan da penyelenggaraan kegiatan musyawarah desa.

2.3.2. Definisi Desa
Menurut Sutardjo Kartodikusumdesa adalah suatu kesatuan hukum dimana
bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan tersendiri. Sedangkan menurut Bintaro

berpendapt bahwa desadalah perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi,

3 Joni SuwarnoKualitas Pelayanan Pemerintahan Desa (studi pelayanan Ktp dan KK didesa teluk
kepayang kecamatan kusan hulu kabupaten tabambu, (Fisip Universitas lambung
mangkurat:2012Jurnal politik dan ilmu pemerintahan lokal, Mme edisi 1 dan 2 juli Desember
2012, Him 185

34 Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal
usul dan kewenangdokal berskala desa
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politik dan kultur yang terdapat ditempat itu (satu daerah) dalam hubungan dan
pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Desa merupakan desa dan adat atau
yang disebut degan nama lainselanjutnya di sebut desa, adalah keseatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas wilayah yang benang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, danduahak tradiginal yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indoftesia.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 angka (12) mendefinisikan bahwa desa
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki {stes wilayah yusdiksi,
berwenang untuk mengatur dan mengurus tugas kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asalsul dan adat istiadat setempat yang diakui dandibentuk dalam sistem
pemerintahan nasional dan berada dikabupatenikota.

Berdasarkan Undargndang Nomor 6lahun 2014 &ntang Desa pasal 1 ayat
(1) yang berbunyi “Desa merupakan kesatuan
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, haguhsian hakradisional
yang diakui dan dihomati dalam sistem pemerintahan NEgaestuanRepublik
Indonesia. Pada Undattiégndang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 18 Tentang Kewenangan
De s a menyebut kan b a h”wmeliputi kkewerangam dikidang d e s a

penyelengaraan pemartahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan

%5 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggdlralasmigrasi Republik Indonesia,
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping desa

3 Abdul Azis Dumpa,Perbandingan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Di Kabupaten Luwu
Ditinjau dari Perspektif Otonomi DaerahSkripsi diterbitkan (Universitas Hasanuddin
Makassa014) Him 2526
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kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan adat istidat.
Adapun Permen Dagri Nomor 21 Tahun 1992, pada pasal (2) ditedzeshan
“ d emempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan
kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah umum dan urusan
pemerintahan darah dan wilayahnismtuk menyelenggarakan tugas tersebut (pasal 2)
Desa mempayai fungsi(pasal 3), yaitu:
a. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan desa,
pelaksanaaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
b. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan
kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya
c. Melakukan usahaatam rangkgeningkatan partisifasi dan swadaya
gotongroyong masyarakat
d. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan
ketertiban wilayah
e. Melakukan fungsfungsi lain yang dilimpahkan kepada pemeriritah.
Terkait desa HAW Widjaja secaréilosofis menyimpulkan bahwa desa
merupakan suatu kesatuanasyarakat hukum yang mempunyai susunan yang asli

berdasarkan hal asal usul yang bersifat istim&wa.

87 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
%8 Marzihan Amin,Analisis fungsi administrasi pemerintahan desa dalam peningkatan pelayanan
publik di desaperincit kecamatan pusako kabupaten si&kripsi diterbitkan(Uin Suska,
pekanbaru:2013) Hal 32
39 Abdul Azis DumpaPerbandingan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dikabupaten Luwu Ditinjau
dari Perspektif otonomi Daeralskripsi diterbitkar{universitas hsanuddin makassar:2014) Him.
26.
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2.3.3 Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa

Tugas dan fungsi kepala desa, kepala desgkedudukan sebagai kepal
pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa.Kepala desa
bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan
kemasyarakaindan pemberdayaan masyarakaerujuk padaPermendagri Noor 84
Tahun 201%entangsusunan organisasi dan tata kerja (SOT) pemerintah desa, untuk
melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki fungsi sebagai B@rikut:

a. Menyelenggarakan pemerintah desa, seperti tata praja pemerintahan,
penetapan peraturan di desgembinaan masalah pertaha,
pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan
masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan
wilayah.

b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana
perdesaan dan pémngunan dibidang pendidik&esehatan

c. Pembinaan kemasyarakat, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban
masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat,
keagamaan dan ketenagakerjaan.

d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan imotivas
masyarakat dibidang buday ekonomi, politik, lingkungan hidup,
pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang tuna.

e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan

lembaga lainnya.

40 Permen Dagri Nomor 84 Tahun 20157Tang Susunan organisasi dan tata kerja (SOT)
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Mengingat unit pemerintahan desa adalah bagian intergralpdmerintahan
nasional, naka tugas dan fungsi pemerintahan desa tidak terlepas dari tugas dan fungsi
pemerintahan nasional seperti yang telah diuraikan dalam Udiaalgng Nomor 6
Tahun 2014 tentang tugas pokok kepala desa yaitu:

1. Pelaksanaan kegiatan penmtah desa

2. Pemberdayaan asyarakat

3. Pelayanan masyarakat

4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

Oleh unit pemerintahan desa seperti halnya pemerintah desa sebagai unit

pemerintahan terendah mpumyai 3 fungsi pokok yaitu
1. Pelayanan kepada masyarakat
2. Fungsi operasional atau manajemen pembangunan
3. Fungsi ketata usahaan atau registrasi

Keseluruhan tugas dan fungsi administrasi pemerintahan desa tersebut tidak akan
terlaksana dengan baikanakala tidak ditunjang daaparatnya dengan melaksanakan
sebaikbaiknya apa yang menjadi tanggung jawab masiaging aparat. Menyadari
betapa pentingnya tugas administrasi pemerintahan desa, maka yang menjadi keharusan
bagi kepala desa dan aparatnyarapakan berusaha untuk memdgmngkan kecakapan
dan ketrampilan mengelola organisasi pemerintahan desa termasuk kemampuan untuk
melaksanakan tugdasgas dibidang pemerintahan, pembangunan dan masyarakat.

Menurut Beratha mengemukakan bahwa tugas pemerintkgsa termasuk dalam

menjalankan administrasi yaitu:
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1. Tugas bidang pemerintahan adalah registrasi yang dilakukan dalam
berbagi buku registrasi mengenai berbagai hal dan peristiwa yang
menyangkut kehidupan tindakan masyarakat berdasarkan laporan
yang diperéeh melalui sub pelayanan umudari masyarakat yang
berkepentingan. Tugdsgas umum meliputi, menerima dan
melaksanakan instruksistruksi dan petunjufetunjuk dari
pemerintah dan laiain.

2. Tugas bidang pelayanan umum adalah pemberian berrmaeaam
izin, seperti izin tempat tingd, izin meninggalkan desa, izin berusaha
dan izin pendirian bangunan.

3. Tugas bidang tata usahaan adalah pelaksanaan tugas dan fungsi desa
tersebut, selanjutnya dijabarkan menjadi tugas dan fungsi masing
masing unsur aparat lkakepala desa maupun aparatrigrdiri dari

sekretaris, kepalkepala urusan, kepakepala lingkungaft

2.3.4 Kewenangan Pemerintah Desa

Kewenangan adalah elemen penting sebagai hak yang dimiliki oleh sebuah desa
untuk dapat mengatur rumahngganya sendiffTerkait dengan kewengan yang
dimiliki desa dalam Undangindang Nomor 32 Tahun 2004 Peraturan Pemerintah

Republik IndonesidNomor 72Tahun 2005, yaknirusan pemerintahan yang sudah ada

41 Muh Fachri ArsjadPeranan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa
di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kahtgn Gorontalo(Universitas Gorontalo:2018),
Jurnal Of Public Administradin Studies, Volume-INo.1-April 2018. HIm 2122

42 Lia sartika PutriKewenangan Desa dan Penetapan Paraturan DeRakanbaru:2016, Jurnal
Legislasi Indonesia Vol.13 No.Q®ni.2016, Hal 169
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berdasarkan hak asasul desa. Urusarpemerntah yang menjadi kewenangan
kabupaten/kta yang diserahkan pengaturannya kepada desa.Tugas pembantuan dari
Pemerinth, pemerintah propinsi, dgremerintah kabupaten/kota.Urusan pemerintahan
lainnya yang oleh peraturan perundgrggundangan diserahkan kepa
desa.Berdasarkan empat kewenangan ylmgiki desa sesunggulya tersirat bahwa

desa adalahinstitusi pemerintah yang merupakan perpanjangan tangan dari organ
pemerintah diatasnya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas maka pemerintahan desasebaggnmapan
tangan pemerintah kabupaten/kogrkewajiban memberikan pelayanan yang sebaik
baiknya kepada masyarakat setempat dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat
seutuhnya berdasarkan ketentuan peraturan perunoai@angan yang mengatur tentang
kewenagan desa itu sendiri sebagai lembagagrértahan yang s&f.

Berdasarkan Pasal 18 Undadgdang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Besa
menyebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan
pemerintahan desa, pelaksanaan pembanguesa dembinaan kemasyarakatan desa,
dan penberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan
adat istiadat des@ddapun Kewenangan desa adalah:

a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
b. Kewenangan lokal berskala desa
c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemeringahtdarovinsi,

atau pemerintah daerah kabupaten/ kota, dan

43 Joni SuwarnoKualitas Pelayanan Pemerintahan Destugi pelayanan Ktp dan KK didesa teluk
kepayang kecamatan kusan hulu kabupaten tanah bur(fisip Universitas lambung
mangkurat:2012)Jurnal politik dan ilmu pemerintahan lokal, Voluedisi 1 dan 2 juli Desember
2012, Him 185
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d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah
provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/ kota sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangndangan.

2.3.5 Struktur Pemerintah Desa

Dalam UndangJndang Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 1 ayat (3) Tentang
Desa menyebutkan Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama
lain dibantu perangkat desa  sebagai unsuryglenggaraan pemerintah
desa**Pemerintah desa terdiri d&epala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri
dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnyaalam melaksanakan tugasnya
sekretaris gampong dan perangkat gampong lainnya beautangagwab kepada
keuchik.

Kepala desa (Keuchikjnerupakankepala badan eksekutif gampong dalam
menyelenggarakan pemerintah gampdfguchik mempunyai tugas dan kewajibannya
terdapat dalam pasal 12 dalam Qanun 05 Tahun 2003 tentang pemerintahan gampong
diartaranya®

a. Memimpin dan penyelenggaraan pemerintahan Gampo
b. Melaksanakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa
C. Me mbina kehidupan masyarakat, beraga

dalam masyarakat

44 UndangUndang Nomor 6 Tlaun 2014 Tentang Desa
45 Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan Gampong
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Menjaga dan memelihara kelestarian adat istidddiiasaankebiasaan

yang hidup dan berkembang dalam maslat

Membina dan memajukan perekonomian masyarakat serta memelihara
kelestarian lingkungan hidup

Memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah meunculnya
perbuatan maksiat dalam masyarakat

Menjadi hakim perdamaian antar penduduk dalam gampong

Menganbangkan sumber pendapatan desa

Sektretaris desa merupakan pembantu kepala desa dalam pembinaan administrasi

desa dan layanan teknis administrasi kepada seluruh per&ekkataris desa bertugas

membantu kepala desa dalam bidang adminitrasi pemerintbiméuk melaksanakan

tugas sekretaris desa memiliki beberapa fungsi Jitu:

a.

Melaksanakan urusan ketatausahaan misalnya tata naskah, administrasi
surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.

Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat
desa, peyediaan sarana dan prasarana perangkat desa dan kantor,
penyiapan rapat, pengadministrasian asset, investarisasi, dan pelayanan
umum.

Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusdministrasi
keuangan, administrasi sumigmber pendapatan dan pengena
verifikasi administrasi keuangan, dan penghasilan kepala desa, perangkat

desa, BPD, dan lembaga pemerintah desa lainnya.

46 peratuan Menteri Dalam Negeri republikdonesia nomor 84 Tahun 2015
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d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun remcgyzaan
pendapatan dan belanja desa, melakukan monitoring, evaluasimprog
serta penyusunan laporan
Selain itu, sekdes mempunyai tugas dan pokok membantu kepala desa dalam
mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa.Mempersiapkan bahan
penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa.Sekdes berfungai sebag
penyelenggaraan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas
kepala desa.Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan,
melaksanakan tugakepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara. Fungsi
penyia@n bahan laporan penyelenggaraan pemerintah desa, penyiapan bantuan
penyusunan peraturan desa, mengkoordinasikan penyelenggaraangagagusan dan
pelaksanaan tugas lain yangetilzan oleh kepala desa.
Dalammenyelenggarakan roda pemerintahan, seigetdesa mempunyai
kewajiban dalam membantu kepala desa. Tugas pokok dari sekretaris desa sendiri adalah:
a. Merumuskan program kegiatan kepala desa
b. Menyusun rancangan anggaran penerimagan belanja desa
c. Melaksanakan urusan surat menyurat kearsipan daratapor
d. memberikan saran dan pendapat kepada kepala desa
e. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi
semua unsur/kegiatan sekretaris desa
f. Mengadakan dan melaksanakan @gran rapat dan mencatat hdsalsil

rapat
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g. Mengadakan kegiatan inventarss (mencatat, menagwasi, memelihara)
kekayaan desa

h. Melakukan kegiatan pencatatan mutasi tanah dan administrasi pertahanan

i. melaksanakan kepegawaian aparat desa

j.  Melakukan administrasi kependudukan, administrasi pembangunan,
administrasi kemasyarakat.

DalamQanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2@&8al 38 mendefinisikan
bahwa tuha peut gampong adalah wadah perwujudan demokrasi keterbukaaan dan
partisifasi masyarakat dalaremyelenggaraan pemerintah gampongha peut gampong
mempunyai fungsi dan tugas seailgerikut*’

a. Membahas dan meyepakati rancangan reusam gampong

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat gampong

c. Melakukan pengawasan kinerja keuchik

d. Penyelesaian sgketa masyarakat secara adat bersama keuchik dan
perangkat adat lainnya

e. Menggali aspirai masyarakat

f. Menampung aspirasi masyarakat

g. Menyelenggarakan musyawarah tuha peut gampong

h. Membentuk penitia pemilihan keuchikMembahas dan meyepakati
rancangan reusam gaong bersama keuchik.

i. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja keuchik

47 Qanun Kota Banda Aceh Nomb Tahun2019 Tentang Pemerintahan Gampong
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j.  Melakukan evalusi laopran keterangan penyelenggaraan pemerintahan
gampong.

k. menciptakan hubungan kinerja harmonis dengan pemerintah gampong dan
lembaga gampong lainnya.

I.  Melaksanakan tugs lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang
undangan.

Kepala Seksi sebagaama yang dimaksud dalaRasal 5Ayat (2) huruf b terdiri

dari:

a. kepala seksi pemerintaharempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata
praja pemerintahanmenyusun rancangan regulasi gampong, pembinaan
masalah pertahanan, pembinaaan ketentaraman dan ibeetert
kependudukan, upaya perlindunganmasydra@nataan dan pengelolaan
wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil gampong

b. Kepala seksi kesejahtera mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan
sarana prasarana gampong, pembangunan bidang pendigikahatan, dan
tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidangbudaya, ekonomi,
politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga.

c. Kepala seksi pelaymn mempunyai fungsi melaksanakan penyuluhan dan
motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajibanaraist meningkatkan
upaya partisifasi masyarakat, serta pelestarian nilai agama dan sosial

budaya®

48 |bid 42
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Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adglahwujudan demokrasi dalam
penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelengara desa.Kebaradaan BPD
dalam pementahan desa adalah bukti keterlibatan masyarakatdalam bidang
penyelenggaraan pemerintalfdrBerdasarkan Undargndang No. 32 Tahun 2004
yang diatur dalam peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005
menyatakan bahwa badan permusyawardésa berfungsi menetapkan peraturan desa
bersama kepala desa, menampung dan menyalur aspirasi masyarakat dan disamping itu
BPD berfungsi megawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka menetapkan
pelaksanan kinerja pemerintahan dé¥ada Pasal 55 Undgstyndang Nomor 6 Tahun
2014 tentang desa yang berbunyi badan permusyawaratan desa mempunyat fungsi:

a. Membahas dan menyepakati rancangarafuran desa bersama kepala
desa.

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa

c. Melakukan pegawasan kinerja kegpdlesa

Badan permusyawaratan desa juga memiliki hak untuk mengawasi
penyelenggaraapemerintahan desa, hal ini terdapat dalam pasal fif huUndang
Undang Desa yang berbunyi: Badan Permusyawaratan Desa berhak:

a. Mengawasi dan meminta keterangan tentangny@enggaraan

pemerintahan desa kepala pemerintah desa

4% EmildaFirdaus, BadaRermusyawaratan Desa Dalam Tiga Periode Pemerintahan Di Indonesia,
Pekanbaru, Jurnal llmu Hukum Volume 2 No.2 Him 5

50 Pperaturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 T2006 tentang Desa

51 Lihat pasal 55 Undangndang Nomor 6 Tahun 2@ tentang Desa
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b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa,
pelaksanaan pembangunalesa, pembinaan masyarakat desa, dan
pemberdayaan masyarakat desa.

c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugaduegsinya dari
anggaran pendapatan dan belanja

Kepala Urusan beddudukan sebagai unsur staf re¢iiriat dana kepe urusan
bertugas membantu gsekariat desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung
pelaksanaan tugdsgas pemerintahan. Selanjutpymtuk melaksanakan tugas kepala
urusan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Kepala urusan tata usaha dan umu memiliki fungspere
melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi
surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan admsnipgeangkat
desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan
rapat, pengadministrasiagsat dan pelayanan ummi

b. Kepala urusan Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanaka urusan
keuangan, misalnya pengurusan administrasi keuangan, adasnist
sumbersumber pendapatan dan pengeluaran, administarsi
penghasilan kepala desa, BPD, perangkat desa, dan lembaga
pemerinahan desa lainnya.

c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan
perencanaan seperti penyususnan rencana i@amggandapatan dan
belanja desa,melakukan monitoring dan evaluasi program serta

penyusunan laporan.
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2.3.6 Gampong

Gampong adalah kasian huian asli aceh yang dikenal sejak sebelum aceh
menjadi wilayah keseluruhan (abad ke 16). Gampong merupakan kesatuan wilayah
hukum terendah yang asli lahir dari masyarakat, bahkan sebelumnya mukim yang
merupakan kumpulan beberapa gampong, yang meatalah masa konsultan diabad ke
16 dan 17.

Dalam pasal 2 dan 3 Qanun No.5 Tahun 2ZD8BtangPemerintaharGampong,
menyebutkan #hwa gampong merupakan organisasi pemerintahan terendah yang berada
dibawah mukim dalam struktur organisasi pemerintahan RsbJNanggre Aceh
Darussalam. Gampong mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan,
melaksanakan pembangunan, pembinaan masyadaka meningkatkan pelaksanaan
syari’>¥h islam.

Pasal 1 Angka 20 Undandgndang No.1 Tahun 2006 tentaRgmerintahan Aceh
bahwa gampong merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim
dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain dan berhak memygégakan urusan rumah
tangganya sendirf

Menurut Djuned mengemukakan bahwa gampong adalah sebagait teunian
penduduk atau persekutuan masyarakat hukum adat dan dapat pula berarti sebagai suatu
kesatuan unit pemerintahan dinegara Bédiap gampong empunyai sekurang
kurangnya sebuah meunasah (mushalla), bahkan sekarang ini telah lebih dari satu

menaah (mushallagedangkan menurut Badruzzaman Ismail, Dkk (Dalam jakfar 2012)

52 Qanun No.5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong
53 UndangUndang No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
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mengatakan bahwa gampong merupakan daerah yang memiliki rakyat dengan susunan
pemerintahan sendiri.Dia juga menambahkan bahwa suatu gampong juga memiliki
tatanan aturanharta kekayaandan batasturitorial. Gampongberwenang penuh untuk
mengembangkan adat dan istiadatnya, bahkan berfungsi menyelenggarakan peradilan
adat sesuai dengamtanan adat yang mereka mifki.

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat disimpulkan bahwa gamperupakan
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah
langsung berada dibawah mukim atau nama lain yang menempati wilayah tgeagtu,
dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak melaksanakan rumah tangganya
sendiri.

Dalam pasal 114 Undaxdgndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006
Tentang Pemerintah Aceh menyebutkan bahwa dalam wilayah kabupaten/kota dibentuk
mukim yang erdiri atas beberapa gampong. Pemerintah gampong terdiri atas keuchik
dan badan permusyavedan gampong yang disebut tuha peut atau nama lain. Gampong
dipimpin oleh keuchik yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat
untuk masa jabata(enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa

jabatan berikutny&?

5 Mutia Kemala Sari, Efektifitas Pelayanan Aparatur Perivgahan TerhadapPembangunan
Gampong Di kecamatan Meureuabupaten Aceh Bara§kripsi diterbitkanUniversitas Teuku
Umar, Fisip,Meulaboh:2014), Him 28

% UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh
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2.4 Teori Pelayanan
2.4.1 Definisi Pelayanan

Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang,
sekelompok atau organisasi baik daoang maupun tidak langsung untuk memenubhi
kebutuharMenurut A.S. Moenirmendefinisikan pelayanan sebagai kegiatan yang
dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu dimana tingkat
pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orangmyealayani atau dilayani, tergantung
kepada kemampuan penyedia jasa dalammmenuhi harapan penggufi@hoha
menjelaskan bahwa pelayanan adalah usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang
dalam memberikan bantuan kemudahan bagi masy&rakat.

Pelayanan padaakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu proses
pelayanan beaingsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan
organisasi dalam masyaraakat. proses yang dimaksudkan dilakukan dengan saling
memenuhi kebutuhan antara penerima pamberi pelayanan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelayanarupakan usaha yang
dilakukan oleh sekelompok orang atau individu untuk membantu memudahkan urusan

orang lain, sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.4.2 JenisJenis Relayanan
Menurut UndangJndang Republik Indonesia Nomor 25 TahR@09, jenis

pelayanan terbagi tiga antara lain:

5% A.S Moenir,Manajemen Pelayanan Umum di Indonegi3akarta: PT. Bumiksara, 2002). Him.
26-27.

5" Sahya angara,llmiAdministrasi Negara Kajian Konsep Teori Dan Fakta Dalam Upaya
Mewujudkan Good Governang@Bandung Pustaka Seti&016) HIm.8.
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a. Pelayanan Adminitrasi
Pelayanan administrasi adalah bentuk penyediaan dokumen pelayanan
publik yang dibutuhkan oleh masyarakat, misalnya pelayalalam hal
pembuatan akta kelahiran, kartu tanganduduk, sertifikat tanah,
surattanda kendaraan bermotor, surat izin mengemudi, dan izin
mendirikan bangunan.
b. Pelayanan Barang
Pelayanan barang adalah bentuk pelayanan yang menghasilkan segala
bentuk pehyanan barang yang menjadi kebutuhan publik.meliputi
jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, penyedia air bersih.
c. Pelayanan Jasa
Pelayanan jasa adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa
yang dibutuhkan publik, misalnya: pendidikan, pahshan kesehatan,
penyelenggaraan transportasi, tiin-lain.>®
Kesimpulan dari beberapa jenis pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada
masyarakat diatas, terdapat tiga jenis pelayanan administratif, pelayanan barang dan
pelayanan jasa. Berdasarkenis tersebut pelayanan di kantor keuchik di Dasacot
Kecamatan Cot Glie Kabupaten Aceh Besar termasuk kedalam kategori pelayanan

administratif dan jasa.

%8 Undangundang Nomp25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
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2.4.3 Unsur-Unsur pelayanan
Dalam pelaksanaannya pelayanan memiliki ursasur yang bertujuan urku
proses pelayanan. Menurut Atep Adya Bharat mengakarkempat unstunsur dalam
proses pelayanan yaitu:
a. Penyedia layanan, berupa pihak yang memberi layanan kepada konsumen
baik itu layanan berbentuk barang atau jasa
b. Penerima layanan, yaitu pihak yangabut konsumen atau pelanggan
yang menerima layana
c. Jenis layanan, yaitu bentuk layanan yang diberikan oleh pemberi layanan
kepada penerima layanan
d. Kepuasan pelanggan, yaitu dalam memberikan pelayanan harus mengacu
kepada tujuan utama pelayananitwmemberikan kepuasan terhadap
masyarakat>?
Selanjutnya Kasmir juga menyatakan beberapacuiripelayanan yang baik
memiliki unsurunsur sebagai berikut:
a. Tersedianya karyawan yang baik
b. Memiliki sarana dan prasarana yang baik
c. Bertanggung jawab
d. Mampu berkomunikasi
e. Memberikan kepercayaan terhadapsyarakat

f. Memahami kebutuhan masyarakat

5 Damanik, Ejpani Anggara,Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil terhadap Kepuasan Masyarakat Kecamatan Raya Kabupaten simalungun,
Skripsi diterbitkan(USU:2019), HIm 26
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g. Melayani secara cepat dan tepat

h. Memiliki kemampuan yang baik

i. Menjaga rahasfd

2.4.4  Prinsip Pelayanan

Berdasarkan Undargndang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2@5fang
pelayanan publikmenyebutkan bahwaenyelenggaraapelayananharus memenuhi
beberapa prinsip yaitu:

a. Kesederhanaan (prosedur pelayanan tidak betidltt mudah dipahami
dan dilaksanakan)

b. Kejelasan (Kejelasan mencakup dalam hal persyaratan teknis dan
administrasi pelayanan, unit kerja yabgrwenanng dan bertanggung
jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan, rincian
biaya pelayanan dan tata cara penyelenggaraan).

c. Kepastian waktu (pelaksanaan pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu
yangtelah ditentukan)

d. Akurasi (Produk pelanan diterima dengan benar, tepat dan sah)

e. Keamanan (proses dan produk pelayanan memberikan rasa aman dan
kepastian hukum)

f. Tanggung jawab (pimpinan penyelenggara pelayanan bertanggung jawab
atas penyelenggaraan pedagn dan penyelesaian keluhan/persoalan
dalam pelaksanaan pelayanan).

g. Kelengkapan sarana prasarana (tersedianya sarana dan prasarana kerja

yang memadai dan mudah dijangkau masyarakat).

60 Damanik, Ephani Anggara, Pengaruh KualitaRelayanan Publik Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil terhadap Kepuasan Masyarakat Kecamatan Raya Kabupaten simalungun
Skripsi tidak diterbitkafUSU:2018) diakses tanggal 2 Maret 2020.
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h. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan (pemberian pelayanan harus
bersilap disiplin, sopan dan santuiamah serta memberikan pelayanan
yang ikhlas).

i. Kenyamanan (lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, nyaman, bersih,

rapi, lingkungan yang indah dan sehat, serta dilengkapi dengan fasilitas

pendukung pelayan&n

2.45 Dimensi Pelayanan

Menurut Fitzsimnans mengemukakann enam dimensi pelayanan publik yaitu:

a. Reliability (Kehandalan) berupa pemberian layanan yang tepat dan benar

b. TangiblegFasilitas) yaitu penyediaan yang memadai sumber daya lainnya

c. ResponsivenegPaya tangga) yaitu keinginarmelayani konsumen dengan
cepat

d. Assuranc@aminan), berupa tingkat perhatian terhadap etika dan moral
dalam memberikan pelayanan

e. Empathy(Empati) yaitu tingkat kemauan untuk mengetahui keinginan dan
kebutuhan konsumen.

f.  Accountability(Akuntabilitas), yaitipertanggung jawabd

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah instansi pemerintahan,

dimensi yang di atas sangat diperlukan, digunakan sebagai bagian dari indikator dalam

61 Republik Indonesia, dimor 25 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaelayanan Publik.

62 Rina Novianti,Implementasi Standar Pelayanan Minimal Administrasi Kependudukan Di Kantor
Kecamatan Kemranjen Kabupaten BanyumaSkripsi diterbitkan (Universitas Negeri
Semarang:2016) Him. 448
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melihat tata kelola pelayanan. Tata kelola pelagaai@an berjalan dhgan baik apabila
pemerintah desa menerapkan dimensi tersebut secara keseluruhan.

Kualitas pelayanan berhubungan erat dengan pelayanan yang sistemastis dan
komprehensif yang lebih dikenal dengan konsep pelayanan prima.Aparat pelayanan
hendaknya memahamiariabetvariabel pelayanan prima seperti yang terdapat dalam
agenda prilaku pelayanan prima sektor publik. Variable yang dimaksud adalah sebagai
berikut:

1. Pemerintahan yang bertugas melayani

2. Masyarakat yang dilayani pemerintah

3. Kebijaksaman yanglijadikan landasan pelayanpablic

4. Peralatan atau sarana pelayanan yang canggih

5. Resources yang tersedia untuk meracik dalam bentuk kegiatan pelayanan

6. Kualitas pelayanan yang memuaskan masyarakat sesuai dengan standar dan
asas pelayanan masyaabk

7. Manajanen dan kepemimpinan serta organisasi pelayanan masyarakat

8. Prilaku pejabat yang terlibat dalam pelayanan masyarakat, apakah-masing
masing telah menjalankan fungsi mereka.

Apabila aparat pelayan berhasil menjadikan kepuasan pelangdpagas
tujuannya, maka variabetariabel pelayanan prima disektor publik diatas tersebut dapak
diimplementasikan. Aparatur pelayanan juga dituntut untuk mengetahui dengan pasti
siapa pelanggannya, agar kepuasan pelanggan yang menjadi tujuan (i@ma da

diperuhi

63 Lijan Poltak Sinambeld&Reformasi Pelayanan Publiklakarta:PT Bumi Aksara,2007) HIm-62
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2.4.6 Standar Pelayanan

Standar merupakan tolak ukur yang digunakan dalam memberikan sebuah
pelayanan, sebagai jaminan bagi penerima layanan, apakah pelayanan tersebut sesuai
dengan indikator yang dibuat sebelumnya.Standar ini dapat digunakajaisaban,
konsep dalam memberikan sebuah pelayanan yang baik dan beStantar pelayanan
merupakan tolak ukut yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan atau
acuan penilaian kualitas pelayananan sebagai kewajiban dan janji penyelenggaraan
kepadamasyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, terjangkau,mudabh,
dan terukur dalam penyelenggaraan pelayanan yang wajib ditaati oleh pemberi dan
penerima. Dengan demikianstandar pelayanan harus dimiliki sebagai tolak ukur
pelayanamprima. Berdasarkan Undagdang Nomor 25 Tahun 2068hwa pelayanan
adalah tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan
acuan penilaian pelayanan kualitas pelayanan sebagai kewajiban dari janji
penyelenggaraan masyarakatamalrangka pelayanan yang berkualitas, dan mudah
terjangkacf?

Di indonesia dalam menentukan standar pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2004 antara lain:

a. prosedur Pelayanan yang dilakukan sesuai dengagrim@an pelayanan

disaaat pengaduan keluhan

b. Biaya pelayanan berupa tariff yang dirincikan pada saat pemberian layanan

64 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanarbkk
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c. Sarana dan prasarana berupa tersedianya infrastruktur pada saat terjadinya
pengaduan pelayanan seperti tersedianya kursi ruang tunggtagili#as
pendukung lainnya

d. Produk pelayanan yang dihasilkan juga harus sesuai dengan ketentuan yang
telah ditetapkan

e. Kompentensi petugas pelayanan juga perlu diperhatikan keabhlian,
pengetahuan, ketrampilan dan professional serta sikap dakernjac®

Dengan demikian, dapat simpulkan bahwa standar adalah pedoman dalam

penyusunan program perencanaan sehingga memudahkan dalam pekerjaan.Standar
bertujuan untuk memudahkan pemerintah desa melakukan pekerjaan karena digunakan
sebagai acuabDalam menberikan palayama harus mempunyai beberapa prosedur
seperti sarana dan prasarana yang memadai, memiliki alur penyebaran infomasi yang
jelas, serta produk yang dihasilkan sesuai dengan kompentensi pemeriatatiatkas

memberikan pelayanan.

2.4.7 Hakikat Pelayanan
Hakikat pahyanan atau pelayanan umum (pelayanan oleh pemerintah atau
pemerintahan kepada masgkat luas) yaitu:
a. Meningkatkan mutu atau kualitas dan kuantitas/produktivitas
pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah dibidang pelayanan

umum.

65 Zainal Mukarom, Muhibuddin Wijaya Laksaranajemen Pelayanan publiBandung Pustaka
Setia,2015)HIm.85.
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b. Mendorong segenappaya untuk mengefisienkan sitem tatalaksana
pelaksanaan, sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara
lebih berdayaguna dana berhasil.

c. Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat
dalam pembangunan sertaemngkatkan keseja#éraan masyarakat

luas®®

2.48 AsasAsas Pelayanan

Pada dasarnya pelayanan dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan yang

bersifatsederhana, terbuka tepat, landengkap dan terjangkaQleh sebab itu setidak

tidaknya mengandy unsurunsur dasafasasasas) antara sebagai berikut:

a.

Hak dan kewajiban, bagemberi dampenerima pelayanan tersebut, Isgelas

dan diketahuidengan baik oleh masingasing pihak, sehingga tidak ada
keraguraguan dalam pelaksanaannya.

Pengaturan setiap bentuk pelayananub sesuai dengan kondisi kebutuhan
dan kemampuan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang
undangan yang berlaku, dengan tetap bertegang pada efisiensi dan
efektivitasnya.

Mutu proses keluaran dari hasil @ganan publik tersebut harus diupkga

agar dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian

hukum yang dapat dipertanggungjawab&an.

66 Amin Ibrahim,Teori dan Konsep Pelayanan Publik serta Implementas{Bgndung:C\Mandar

67

Mju,2008) HIm 5758
Ibid HIm 19-20
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2.4.9 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelayanan

Pelayanan yang baik pada akhirnya akan mampu memberikan &epeamda
masyarakat. Pelayanan yaogtimal pada akhirnya juga akan mampu meningkatkan
image organisasi sehingga citra organisasi di mata masyarakat terus meningkat. Adanya
citra organisasi yang baik, maka segala yang dilakukan oleh organisasi akarapliangg
baik pula. Menurut Kasmir faktortama yang mempengaruhi pelayanan adalah sumber
daya.Artinya peranan manusia (karyawan) yang melayani masyarakat merupakan faktor
utama karena hanya dengan manusialah pelanggan dapat berkomunikasi secara langsung
dan tebuka.

Dalam pelayanan umum terdapaeblrapa faktor yang maskmgasing
mempunyai peranan berbeda tetapi saling berpengaruh dan secara {sarsanakan
mewujudkan pelaksanakan pelayanan secara baik. Menurut pendapat Moenif (faktor
faktor yang mempengarupelayanahpadalah:

a. Faktor Kesadaran

Kesadaran menunjukan suatu keadaan pada jiwa seseorang yaitu merupakan
titik temu dari berbagai pertimbangan sehingga diperoleh suatu keyakinan,
ketenangan, ketetapan hati dan keseimbangan dalam jiwa yang bersangkutan.

b. Faktor Aturan

Aturan merupakan perangkpenting dalam segala tindakan dan perbuatan
orang.Peranan aturan harus dibuat, dipatuhi, dan diawasi sehingga dapat
mencapai sasaran sesuai dengan tujuan.

c. Faktor Organisasi



50

Orang yang dimaksud tidak sematata dalamperwujudan susunan
organisasi, melakan lebih banyak pada pengaturan dan mekanisme yang
harus mampu menghasilkan pelayanan yang memadai.

d. Faktor Pendapatan
Penerimaan seseorang sebagai imbalan atas tenaga dan pikiran yang telah
dicurahkan untulbrganisasi, baik dalam bentuk uang maupunifasitialam
jangka waktu tertentu.

e. Faktor Ketrampilan dan Kemampuan
Kemampuan berasal dari kata dasar mampu yang dalam hubungan dengan
pekerjaan bearti dapat melakukan pekerjaan sehingga menghasilkan barang
dan jasa, Sedangkan Ketrampilan adalah kemampuaaksanakan
pekerjaan dengan menggunakan anggota badan dan peralatan kerja yang
tersedia.

f. Faktor Sarana Pelayanan
Segala jenis peralatan, pelengkapan kerja dan fasilitas lain yang berfungsi

sebagai alat utanmdalam pelaksanaan pekerj£&n.

#  Vintya Dwi RamadhaniKualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Dikantor
Kecamatan Gondolsuman Yogyakarta Skripsi  diterbitkan (Universitas Negeri
Yogyakarta:2015) HIm 145
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2.5 Administrasi
2.5.1 Definisi Administrasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBB), administrasi merupakan
kegiatan yang diperoleh dengan menetapkan tujuan bersama yang berkaitan dan
pemerintahan, organisadan tata usahfd. Leonard D.White mengemukakan bahwa
administrasi ialah proses yang selalu terdapat pada usaha kelompok, publik privat, sipil
atau militer, sekala besar atau kecil. Menurut Sondang siagin, administrasi adalah
keseluruhan proses yang kegasm yang dilakukan oleh beberapa orang sehingga
memperteh tujuan tertentd”

Menurut Philip M Hajon, administrasi adalah sebuah kegiatan yang meliputi kerja
sama dalam lingkungan pemerintahan, meliputi kelembagaan eksekutif, lembaga
legislatif, dan lerbaga yudikatif yang memberikan pelayanan kepada masyataka
A.Dunsire Administrasi adalah sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan, implementasi,
kegiatan pengarahan, penciptaan primsipsip implementasi kebijakan publik, kegiatan
melakukan analisis, emyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertiampang
pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam
menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan

teoritik.”?

8  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.Kamus bahasa Indonesia,

(Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahas@)iKsgs Tanggal 2 Maret 2020.
0 Wwirman Syafri,Studi Tentang Administrasi PublikPT Glora Aksara pratama:2012)m.9.
" Philip M Hajon. et SyarifuddinHukum Administrasi Negara(Banda Aceh:Syiah Kuala
Universitas press:2010), Him.14.
2 Yeremias T. keban, EnanStrategis Admimirasi Publik Konsep toori dan isu(Gava
Media,Yogyakarta:2014)HIm.2
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Dari beberapa pengertian diat dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah

kegiatan yag dilakukan bersamsama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.5.2 Administrasi Pemerintah Desa

Administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan
informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku admihistrasi
Sedangkadministrasi pemerintahan desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatat
data dan informasi mengenai pemerintahan desa pada buku register desa. Adapun
penyelenggai@n administrasi pemerintahan desa adalah:

a. Penyelenggaraan pemerintah desa
b. Pdaksanaan pembangunan desa
c. Pembinaan kemasyarakatan

d. Pemberdayaan masyarakat

2.5.3Unsur- Unsur Administrasi
Dalam proses pelaksanadaygiatan administrasi, maka hamemiliki unsur yang
saling berkaitan antara satu sama lain yaitu:
a. Organisasi, yaituempatatau wadah yang dilakukan
b. Manajemen, yaitu kegiatan untuk mengerakkan kelompok orang untuk
mencapi tujuan melalui pelaksanaperencanaan, pembimbingan,
pembuatarkeputusana dan pengawasan.
c. Komunikasi, yaitu penyampaian informasi dalam mewujuddaja sama

d. Keuanga, yaitu mengelola dengan membuat estimasi anggaran

3 Peraturan Menteri Dalam Negerohor 32 tahun 2006 tentang pedoman administrasi desa
74 Permendagri 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa
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e. Kepegawaian, yaitengaturan atau yang menangani masalah pegawai
f. Tata usaha, yaitu penghimpun, pdaatapengelola, dan pengirim dalam
upaya kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu
g. Hubungan masyarakat, yaitu menciptakan hubungan yang baik dengan
masyarakat sekitar lingkungan usaha kerjas@ma.
2.5.4 Pelayanan Administrasi
Menurut UndangJndangRepublik Indonesia Nomor 25 Tahun 206@Jayanan
administrasi adalabpaya pemerintah desa untmielayani masyarakat yang mengurus
administrasi kependudukan seperti kartu keluarga (KK), KTP, Akta dan keperluan
pencatatan lainny?Z.
2.55 Faktor Pelayanan Administrasi
Menurut Philip Kotler memberikan lima determinan kualitas pelayanan yang
dapat dimcikan sebagai berikut:
a. kepercayaan atau kehandalan yaitu kemampuan untuk melaksanakan
pelayanan yang dijanjikan dengan tepat dan terpercaya
b. Daya tanggap ya kemampuan untuk membantu pelaggan dan
memberikan jasa dengan cepat.
c. Keyakinan yaitu sebuah pegtghuan dan kesopanan staf administrasi
serta kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan

keyakinan.

5 Wirman Syafri, Studi Tentang Administrasi PublifPT Glora Aksara pratama:2012)im.12-13
76 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
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Empati yaitu syarat untuk peduli, memberi peduatpribadi bagi

pelanggan

Berwujud yaitu penampilan fasilitas fisik, peralatan, personel, dan

mediakomunikasi.

Faktorfaktor pelayanan diatas bertujuan untuk memudahkan tatiapapa

pelayanan yang diberikan oleh petugas administrasi terimadbgsiswa

2.6 Kerangka Berfikir

Peran Pemerintah Desa Dalam Pelayan
Administrasi Bagi Masyarakat Gampong

1. Memberikan dan
meningkatkan pelayanal

kepada masyarakat.

2. Menyediakan fasilitag
sarana dan prasaraf
seperti kantor kezhik

dan lain sebagainya.

A 4

Nomor
2014
Desa.

6 Tahun
Tentang

A 4

\ 4

Pemerintaha Desa berkewajib
meningkatkan kualitas pelayana
dan menyelenggarakan administr:
pemerintahan, prinsip tat

pemerintahan desa dan stranspai

3 (tiga) indikator yaitu:
1. Sebagai Fasilitator
2. Sebagai Mobilisator
3. Sebagai Regulator

Indikator Peran Pemerintah Desa ol
Suhardono (1994) dengan mengguna

GAMBARAN UMUM P ENELITIAN
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3.1Gambaran Umum Lokasi Penelitian
3.1.1 Gampong Lamcot

Gampong Lamcot merupakan lokasi yang dipilih dalam penelitian ini, untuk
mewakili gampong dari daerah pedesaan. Gampong Lamcot terletak di Kecamatan Kuta
Cot Glie Kabupaten Aceh BesaBampong Lamcot adah gabungan dari gampong
maheng dan dibawah naungan gampong maheng.karena di gampong lamcot
penduduknya sedikit jadi tidak memenuhi syarat untuk pemilihan keuchik maka gampong
lamcot pak kechiknya di mahen@engandemikian GampongLamcd merupakan

dusun.

3.12 Pembagian Wilayah Gampong
GampongLamcotterdiri dari 3 (tiga) dusunyaitudusunblang, dusunanatara dan

dusunJapake®dapun luas wilayah Gampong Lamcot yang terdiri dari:

a. Area Pusat Kampung : 296,50 Ha
b. Area Lahan Sawah : 162 Ha
c. Arealahan Ladang : 30 Ha
d. Area Lahan Perkebunan 40 Ha
e. Hutan : 23 Ha
f.  Waduk/ Danau/ Situ : 0 Ha
g. Lahan Lainnya : 42

3.1.3Keadaan Geografis
GampongLamcot memiliki batas wilayah, sebagaimana yaagcantum dalam

tabel berikut.
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Tabel 3.1
_ Batas Wilayah GampongLamcot
Batas wilayah Batasan dengan Gampong Kecamatan

1. Sebelah Utara Bukit/Gunung Indrapuri

2. Sebelah Selatan  Krueng Aceh Aceh
Jaya/Pegunungan

3. Sebelah Timur Leupung Bruek SeulimeurKota
Jantho

4. Sebelah Barat Alue Bleut Indrapuri/Leupung

Sumber data : RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Gamapwa

3.14 Kegiatan Sosial Masyarakat Gampongamcot
Berikut beberapa kegiatan dalam kehidupan sosial yang dilaksanakarhsehari

oleh masyarakat gamporanhcot:
Tabel 3.2.

Jenis Kegiatan Sosial Masyarakat Gampongramcot
1.  Pemudalan Bapakbapak 1. Dalael Khairat setiap malam Minggu
2. Pengajian setiap malam Rabu (Pemuda
bapakbapak).

3.Takziahdan yasinan ke rumah warga ya
meninggal dunia selama 3 malam bertdwtt.

4. Maulid

5. Isra’ Mi’ ’raj
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6. Gotong royong sebulan atdua bulan sekal
2. lbu-ibu dan pemudi 1. Gotong royong sebulan sekali
2. Takziah dan yasinan ke rumah warga y
meningal
3. Membantu keluarga yang berduka selar
hari
4. Posbindu
5. Posyandu
6. Kegiatan PKK (Pokja)
7. Pelatihan menjahit d&eomputer
Sumber data: Wawancara dengan Zulbahri S.TP (Bendahara Pemuda) dan Munira
(Ketua Pemudi) Gampong Maheng. Pada tanggalJO# 2020. Melalui pesan
WhatsApp.
3.1.5 Jumlah Penduduk dan Mata Pencaharian Penduduk Gampong Lamcot
Penduduk Gampong Lamcot berjumlah 617 Jiwa, terdiri darild&ki311 jiwa
dan perempuan 306 jiwa dan terdapat 153 Kartu Keluarga (KK). Untuk lddéhbjsa

dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut

Tabel 3.3.
Jumlah Penduduk GampongLamcot
No Katagori Jumlah Penduduk  Jumlah KK
1. Usia 617 195 Jiwa
2. Usia 1855 365 Jiwa
3. Usia 55 keatas 57 Jiwa

617 Jiwa 153 KK
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Sumber data : RPJM (Rencana Rmmgunan Jangka Menengah) Gampong

Lamcot

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk Gampangotadalah 617 jiwa

yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Selain sebagai

petani ada juga yang bermata pencaharian lain. Uniiik jelas dapat dilihat pada tabel

3.4 berikut.
Tabel 3.4.
Mata Pencaharian Masyarakat Gampong.amcot

1. Peternak 11 Orang
2. Karyawan Swasta 4 Orang
3. Pegawai Negeri Sipll 4 Orang
4. Perawat 2 Orang
5. Wiraswata 2 Orang
6. Buruh Harian Lepas 4 Orang
7. Buruh Tani 2 Orang
8. Sopir 1 Orang
9. Pedagang 1 Orang
10. Karyawan Honorer 1 Orang
11. Tukang Batu 1 Orang
12. Mengurus Rumah Tangga 36 Orang
13. Pelajar/mahasiswa 23 Orang
14. Belum/tidak bekerja -

15. Petani 2000rang
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16. Tidakbekerja/ Pengangguran 59 Orang
17. Pensiunan -
18. Nelayan -
20 Jasa 2 Orang

Sumber data : RPJM Gampohgmcotdan hasil wawancara dengan Abdul Jalil
(Bendahara Gampong Maheng) pada tandggauni 2020

3.1.6 Sarana dan Prasaana Gampong Lamcot
Berikut ini beberapa sarana dan prasarana di Gampong LKewamatan

Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar adalah:

Tabel 3.5
JenisSaranadanPrasaranaGampong
No SaranadanPrasarana Jumlah
1. Kantor Keuchik Tidak Ada
2. Puskesmas Tidak Ada
3. PuskesmasPembantu Tidak Ada
4. Poliklinik Tidak Ada
5. PonsyandudanPolindes Tidak Ada
6. PerpustakaanDesa Tidak Ada
7. GedungSekolah TK 1 Buah
8. GedungSekolah SD 1 Buah
9. GedungSekolah SMP Tidak Ada

10. GedungSekolah SMA Tidak Ada
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11. Mesgid Tidak Ada
Sumber data : RPJM Gampohgmcotdan hasil wawancara dengan Abdul Jalil
(Bendahara Gampong Maheng) pada tang§aluni 2020
3.1.7  Struktur Pemerintah Gampong
Jumlah pegawai tihgkungan pemerintabampongLamcot sebanyak 1 orang
Keuchik, lorangSekretaris Gampong, 1 orang Bendahara Gampong, 2 Orang Kaur (Kaur
umun dan perencanaan, Kaur Keuangan), 2 Orang Kasi (Kasi Pemerintahan, Kasi

Pelayanan dan Kesejahteraan) dan 4 Orang Kepala Dusun
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STRUKTUR PEMERINTAH
GAMPONGLAMCOT KECAMATAN KUTA COT GLIE
KABUPATEN ACEH BESAR

SAMSUL BAHRI SAIFULLAH

|

e

l

M. NUR. IS ABDUL JALIL

M.ZAINI
KAMARUZZAMAN

SHARUL FUADI HUSAINI MUZAKKIR FAUZAN

Sumber data : RPJM Gampong Lamcot dan hasil wawancara dengan abdul jalil
(Bendara Gampong Maheng) pada tanggal 5 Juni 2020




BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Peran Penerintah Desa Dalam Pelayanan Administrasi Bagi Masyarakat

Gampong

Pemerintah desa merupakan sebuah unsur penyelenggaraan pemerintahan yang
bertugas melayani kebutuhan masyarakat.Pemerintah desa bertugas dan tanggung jawab
untuk mengurus masyarakat agardiptanya masyarakat yang sejahtera.Pemerintah desa
memiliki peran penting dalam mewujudkan administrasi pemerintahan yang baik serta
melaksanakan tata pemerintahan desa yang trasnparan.diantara peran yang harus
dijalankan pemeriiah desa meliputi pelayan, pengaturan, pembinaan, koordinasi,
pengelolaan dan pembangunan.

Menurut HAW. Widjaja pemerintah desa adaksisstuan organisasi pemerintah
terendah dibawah kecamatan yang memiliki kewgaan untuk mengatur dan
menguruskarkepentingan masyarakattempat berdasarkanaksisul dan adat imdat
setempat yang diakui dalam sistem pemerintah nasional dan berada didaerah
kabupateri’Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah desa yang terpenting
adalah pemerintah desmampu meningkatkan kesejahteraaakyatnya, mampu
memberikan pelayanan kepada masyarakat desa dan mampu meningkatkan daya saing
desanya.

Untuk menjamin terwujudnya kebutuhan masyarakat, pemerintah desa perlu

menciptakan kondisi yang aman, nyaman dan mekRinrigagi setiap masyarakat agar

T Prof Drs. Widjaja HAW. 2003. Pemerintah Desa/ Marga. PT Raja Grafindo persadéa Biked
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dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya dalam mencapai kemajuan
bersama.Oleh sebab itu, pemerintah desa perlu meningkatkan perannya secara aktif dalam
memberikan pelayanannya kepada masyarakat.Pemerintah desadldatkan dirinya
secara langsunsehingga pelayanan masyarakat dapat berjalan semaksimal mungkin.

Adapun salah satu tugas pokok yang harus dijalankan pemerintah desa adalah
melayani keperluan administrasi masyarakat seperti pengurusan KK, KTP, Akte
kelahran, surat keterangan pendudwkirat kelakuan baik dan lain sebagainya yang
merupakan tanda pengenal utama yang harus dimiliki setiap masyavedskipun
pengurusan administrasi di atas tidak dibuat secara langsung oleh pemerintah desa, akan
tetapi tand tangan kepala desa dan stengesda merupakan syarat utama yang sangat
dibutuhkan dalam pengurusan administrasi tersebut.

Demikian pula deran pemerintah desa yang ad&dmpong Lamcot Kecamatan
Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar telah berupaya mendenielayanan sebaik
mungkin dalampengurusan administrasi warga.PemerintabaddiGampong Lamcot
Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Bdsenperan aktif dalam melaksanakan
tugas dan tanggung jawab laygani masyarakat.Meskipun @ampong Lamcot tidakda
kantor keuchik sebagai saramgama dalam pelayanan administrasi warga, namun
pemerintah desa terus berupaya memberikaaypehn sebaik mungkin bagi masyarakat
yang ngin mengurus administrasi masyarakat

Sebagaimana obsvasi yang penulitakukan diGampong Lamcot Kecamatan
Kuta Cat Glie Kabupaten Aceh Besar terlihat bahwa meskipun tidak ada kantcinik,
namun pemerintah desa tetap berupaya memberikan pafagabaik mungkin terhadap

masyarakat yang ingin mengurus adminiasi. Pelayaan administrasi diGampong
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Lamcot terjadi dberbagai tempat yang memungkinkan baik di rumah keuchik, rumah
sekretaris desa dan tempat lainf§/a.
Berdasarkan hasil wawancarapés dengamBapakSamsul Bahri selaku keuchik
Gampong Lamcot Kecamatdfuta Cot Glie Kabupaten Aceh besar mengenai lokasi
terjadinya pelayanan administrasi warga mengatakan hahwa
“biasanya proses pelayanan administrasi warga terjadi di berbagai tempat yang
memungkinkan seperti di rumah keuchik, rumah sekretaris desa, meunasah
maupun di warung kopi ®
Wawancara dengan Bapakaiduddin selaku sekretaris desa Gampong juga
menyebutkan bahwa:
“Selama tidak ada k engurusadmkistnasi Harusdatang r ga vy
kerumah keuchik atau sekretaris desa. Karena untuk bangtan kauchik tidak
ada bqaya”.
Demikian juga hasilwawancara dengan Bapak M.Zaini selaku Kepala Seksi
Pemerintahan juga menyatakan bahwa:
“Meskipun tidak ada kantasirtetafk dilakokani k p el a

Yaitu masyarakat datang kerumah keudhiatau sekretaris desa. Nanti baru
diarahkanolehseke t aris desa % ara penulisannya

Pendapat diatas menunjukkkan bahwa proses pelayanan administarsi tidak terjadi
dikantor keuchikHal ini disebabkan tidak adanya sarana yang memadai galayanan

administrasi yaitu belum adanya kantor keuctparat @sa gampong menyebutkan

bahwa tidak adanya kantor keuchilikarenakan biaya pembangunan yang terbatas

8 Hasil ObsewasiPenulis diGampong Lamcot Kecamati§ata Cot Glie Kébupaten Aceh Besar pada
tanggal 4 juni 2020

® Hasil WawancaraDenganSamsul Bahri (Keuchik) @&mponglLamcotKecamatarKuta Cot Glie
KabumtenAcehBesar tanggal 5 jun2020

8 Hasil WawancaraDengan Zainuddin (Sekretaris) @npongLamcotKecamatarKuta Cot Glie
KabumtenAcehBesar tanggas juni 2020

81 HasilWawancardengariM.Zaini (Kepala Seksi Pemerintahanu@pong.amcotk ecamatai uta
Cot Glie KabumtenAcehBesar tangga juni 2020
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sehingga pelayanan administrasi warga harus dilakukan di rumah. Pemerintah desa telah
berupaya mengusulkan pembangunan kantor keuchik dalam rapat musgsgabapong,
tetapi yang terlaksana adalah pembangunan gedung serbaguna gampong yang juga belum
selesai dikerjakan. Sedangkan prasarana dalam pengurusan administrasi gampong
tersedia denganalk seperti komputer, printer dan lain sebagainya yang mendukung
kelancaran proses pengurusan administrasi masyd&fakat.

Wawancara penulis dengdbu Iriyati selaku masyarakat @npong Lamcot
KecamatarKuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar menyebutkan

“bahwa dalam pengurusan administrasi, pemerintah desa telah memberikan

pelayanan dengan baik. Pemerintah desa beserta aparatur desa menjalankan

peranannya dengan semaksimal mungkin dalam melayani masyarakat. Meskipun

tidak ada kantor keuchik, proses pengurusanimidtrasi warga tetap berjalan.

Keuchik dan sekretaris desa sedargysung mengurus dan melayani warga yang

berkepentingan mengurus administr&si

Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pengurusan administrasi di
gampong LamcoKecamatan Cot Glie Kabupaten Aceh besar, antara lain seperti tidak
adanya kantokeuchik yang menjadi sarana utama dalam pelayanan administrasi warga.
Selain itu, tidak adanya waktu yang pasti dalam pengurusan administrasi gampong, baik
siang maupun malankProses pelayanan administrasi hanya terjadi begitu saja tanpa

adanya kejelasawaktu berkunjung. Selain itu, tidak adanya jangka waktu yang pasti

mengenai selesainya suatu pengurusan administrasi.Terkadang suatu pengurusan

82 Hasil WawancaraPenulis Dengamparat Desa @mpongLamcot KecamatanKuta Cot Glie
KabupaterAcehBesartanggal, 5 juni 2020

83 HasilWawancard@enulisDenganiriyati MasyarakaGampong.amcotk ecamatar utaCot Glie
KabumtenAcehBesartanggal6 juni 2020
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administrasi selesai dalam tempgatu hari dan kadang pula membutuhkan waktu
beberapa hari sesuai dengan ada titkaknya aparat desa di temfat.
Berdasarkamawancara dengaéapak Samsul Bahri selaku keuchikGampong
Lamcot Kecamatan Cot Glie Kabupaten Aceh besar menyebutkambahw
“kendala yang dihadapi dalam pelayanan a
kantor keuchik yang menjadi pusat pelayanan administrasi maasyarakat. Tanpa
adanya kantor keuchik, masyarakat merasa kesulitan dalam menghubungi
maupun menjumpai keuchik?”.
Salangkan wawancara dengan Bapak Zainuddin selaku sekretaris desa
menyatakan bahwa:
“Banyak ke nd ausan adinmistrasndikpntonkguchik seperti waktu
pelayanan tidak efektif, kadang masyarakat saat datang kerumah keuchik atau
sekretaris merekadak ada di tempat. Karena keuchik atau sekretaris juga punya

pekerjaan lain. Selaiitu masyarakat juga merasa segan karena tidak bisa lama
lama di rumah keuc®ik atau sekretaris de

Demikan juga wawancara dengan Bapak M.Zaini selaku kepalksi
pemerintahan mengatakan bahwa ada beberapa kendala dalam pengurusan administrasi.
Hal ini dapat dilihat dari ungkapan beliau:

“Sebenarnya ada beberapa kendala dal am

adanya kantor keuchik. Seperti waktu pelayanan yatak jelas. Masyarakat

kadang kala masyarakat menyumpai keuchik siang hari kadang Kala iexi.

Tergantung ada keuchik di rumah. Jika tidak ada keuchik masyarakat harus bolak
balek sehingga tidak siap dalam satu har

84 Hasil ObservasiPenulis di Gampond-amcotKecamatarKuta Cot Glie KabupatenAceh Besar
tanggal 4 juni 2020

8 Hasil Wawancard@enulisDenganBapak Samsul Bahri Keuchik@pong.amcotk ecamatark uta
Cot Glie KabupaterAcehBesartanggal, 5 jni 2020

8 Hasil WawancaraPenulis DenganZainuddin Sekretaris Desaa@ponglLamcotKecamatarKuta
Cot Glie KabupaterAcehBesartanggal,6 juni 2020

87 Hasil Wawancar#enulisDenganM.Zaini Kepala Seksi Pemerintaham@pong.amcotK ecamatan
KutaCot Glie KabupatenrAcehBesartanggal, 5 juni 2020
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Dari pendapat diatas dapaiketahui bahwa ada kendala dalam pengurusan

administrasi. Hal ini disebabkan selain menjgohrat desa, keuchik maupun sekretaris

desa dalam kesehariannya memiliki aktivitas atau pekerjaan lainnya disamping menjadi

aparat desa. Oleh sebab itu, tanpa adadt keuchik, masyarakat merasa kesulitan dalam

mengurus administrasi disebabkan tidak adamaktu yang tetap dalam pengurusan

sebuah administraSiedangkan hasil wawancara dengjan Juliana selakuasyarakat

di Gampong Lamcot Kecamatan Cot Glie Kabepatceh Besar menerangkan bahwa:
“Tidak ada kantor keuchik ¢gneadkeuchika s yar ak
Mayarakat harus bolak balek bertemu keuchik kerena tidak ada keuchik
ditempat.sehingga pengurusan a*ministras
Pendapat di atas menunjukkan baha@a beberapa kendala yang menjadi

penghambat bagi masyarakdalam mengurus administrasi. Diantara penghambat

tersebut adalah tidak adanya sarana yang memadai seperti kantor keuchik. Selain itu,

tidak adanya waktu yang g mengenai keberadaan keuchik baik di rumah maupun di

tempat lainnya sehingga masyarakat reafeesulitaan karena harus mencari keuchik di

berbagai tempatang memungkinkan seperti rumaidgunasah, di sawah maupun di

warung kopi.Dengan ketiadaan aparataddi tempat, terkadang masyarakat harus datang

berulang kali untuk menjumpai keuchik maupukretaris desa.Hal ini membuat jangka

waktu pengurusan administrasi menjadi tidak pasti dan menghabiskan banyak

waktu.Selain itu tidak adanya kejelasan informasirkait pengurusan suatu

administrasi.Masyarakat yang tidalemiliki pengetahuan harus botaklik menjumpai

keuchik atau sekretaris desa dalam mengurus suatu administrasi ge®epangi contoh

88 Hasil wawancar®engan Julianenasyarakat di gampong lamcot kecamataa kot glie kabupaten
aceh besatanggal, 6 juni 2020
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dalam pembuatan kartu keluarga (KK), masyarakat yang tidakilikiepengetahuan
lebih dulu menjumpai keuchik dan menjelaskan keperluannya unaérigurus kau
keluarga (KK), selanjutnya keuchik menjelaskan bahwa masyarakat tersebut harus
menjumpai sekretaris desa terlebih dahulu untuk mengambil blanko formulir gembu
KK baruSetelah menjumpai sekretaris desa dan mengisi blanko formulir, masyarakat
harus kenbali menjumpai keuchik untuk memperoleh tanda tangan dan stempel
gampong.Hal inilah yang menjadi sebab tidak adanya kejelasan waktu dalam pengurusan
suatu admiistrasi.

Adapun @nggapan Ibu Raiyati selakumasyarakatdi Gampong Lamcot
Kecamatan Kuta Cot @ Kabupaten Aceh Bestrhadapprosepelayanarmdministrasi
yang diberikan oleh pemerintah desa menyatakan bahwa

“Pelayanan yang di barsdedasangatkbailudgyarakat d a n
dilayanidenganmahd an i khlas % anpa bayaran?”

SedangkanPendapat Ibu Juliana Selaku masyarakat Gampong Lamcot
Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar menyatakan bahwa:

“Masyarakat dil asamahiKalaucadagkeperluam maskarakhta n
tidak segan berb¥Pcara dengan keuchik?”.

Berdasarkan pendapdtatas dapatlisimpulkan bahwgemerintah desa telah
melayani masyarakat dengan sebaik mungkin. Proses ataupun tatacara dalam pengurusan
administrasi bagnasyarakat ditetapkan oleh pemerintah desa dapat dikama secara
dengan baiktidak berbelit cegaserta mudah dipahami. Dengan demikian pelayanan

yang diberikan pemerintah desa sangat baik karena informasi yang dijelaskan sangat

8 Hasil WawancaraDenganlbu Raiyati Masyarakat @nponglLamcotKecamatarKuta Cot Glie
KabumtenAcehBesar tanggab juni 2020
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mudah dilaksanakan dlemasyarakat.Pemerintah desa juga memberikan informasi yang
jelas kepada masyarakat mengenai persyargang dibutuhkan dalam pengurusan
administrasi.Selain itu, pemerintah desa melayani dengan sikap ramah, ikhlas, dan penuh
sopan santun. Akan tetapi, glkungan pengurusan admingsir yang kurang nyaman
dikarenakan tidak adanya kantor keuchik sehinggayarakat merasa segan karena
pengurusan admnistrasi terjadi dirumah keuchik. Masyarakat merasa puas dengan
pelayanan administrasi yang diberikan pentahidesa selama ini Gampong.amcot
KecamatarKuta Cot Glie KabupaterAcehBesar>!

Bapak Kamaruzzman Selaku kasi pelayanan juga memberi tanggapan tentang
proses pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa. Beliau mengatakan bahwa:

“Ke uc hi ketadsalesa telahknelaksanakan tugasnya dengan baik, mereka

melayani warga dengan tulus tanpa membggaran. Selain itu, sekretaris desa

dan keuchik tidak keberatan warga datang kerumah untuk pengurusan

administrasi. Karena itu memang udah tugas kéuchdl a n s e k¥ et ar i s

Berdasarkan pendapat diatas dapat diketahui bahwa peran pemerintah desa dalam
mengurus administrasi masyarakat telah dijalankan dengan maksimal, sebagaimana
pendapat Masyarakat dan kasi pelayanan yang menilai pegaarintah desa telah
dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian fungsi pemerintah desa telah diwujudkan
demi tercipanya masyarakat yang sejahtera.

Untuk mengetahui peran pemerintah dalam melayani masyarakat terkait

pengurusan administrasi, maka dapahdiidari beberapa indikator berikut ini:

91 Kesimpulan Hasil Wawancara Penulis Dengaasiirakat dGampong Lamcot Kecamat#uta

Cot Glie Kabupaten Aceh Besaaifiggal 6 juli 2020
92 Hasil WawancareDenganBapak Kamaruzzaman Kasi Pelayanam{ponglLamcotKecamatan
KutaCot Glie KabumtenAcehBesar tanggal6 juni 2020
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4.1.1 Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator
Pemerintah desa sebagai fasilitatousamenyediakan sarana dan prasarana
sebagai fasilitas dalam pelayanan administrasi warga dalam hal ini pemerintah telah
berupayamenyediakan sarana pelayanan admnistrasi berupa kantor keuchik akan tetapi
tidak terwujud karena tidak adanya biaya. Sedanfgsilitas lainnya kompet, printer,
hvs dan lain sebagainya bersedia dengan lengkap.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bdapamsul Bahri selaku keuchik
Gampong Lamcot menyebutkan bahwa:
“kalau untuk fasilitasli kantor keuchik sudah memadai sepkomputer, pringr,
kertas hvs, tetapi kantor keuchiknya belum adarkareb i a y a n y¥Kalai d a k a d ¢
dari dana desa duluntuk membangunkan pembangunan kantor keuchik tidak
dipebolehkan untukpembangunan. & kalau sekarang dana desanya udah
dibdehkan untuk meabangunan kantor keuchik. Taparki sudah berupaya
mengusulkan pembangunan kantardt@k dalam rapat musmbang. €tapi yang
disetujui gedung serba guna. Sekarang dalam proses pembangunan belum selesai
100%. %
Hasil wawacara dengamapak Zainuddin selaku sekretaris desa juga
menyebutkan demikian:
“Dulu kantor keuchik t iaya Sedahgkdnadangdesa k ar e 1
dulu tidak boleh digunakan untuk bangun kantor keuclagj sekarang udah
diperbolehkanrmenggunakan uangrsebut untuk pembangunan kankauchik.
Cuman yang teralisasi adalah gedung serba guna dan gedung itupun belum selesai
dbuat. Tapi fasilitasnya udah lengkap sep

Sedangkan M. Zaini selaku kasi pemerintahan juga mehkgicbahwa:

“kalau untuk fasilitas kantor keuchik udah memadai seperti komputer, printer dan
hvs. Tetapi kantokeuchiknya belum dibangun karena biaya beluny &la

% Hasil Wawancara PenulisebganBapak M.Zaini kasi peerintahan di Gampong Lamcot
Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar tanggal, 6 juli 2020

9 Hasil Wawancara Penulis Dengan Samsul Bahri (Keudbéhpong Lamcot Kecamatan Kuta
Cot Glie Kabupaten Aceh Besar tangdglili 2020

%  Hasil Wawancara Peilis Dengan M. Zaini (Kasi Pemerintaha@ampong Lamcot Kecamatan
Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar tang@ajuli 2020



71

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa keuchik sudah berusaha
semaksimaimungkin untuk menyediakan fasilitas pelayanan administrasi seperti kantor
keuchik. Akan tetapi tidak juga tetesasi karena tidak disetujui dalam musrembang,
dengan demikian keuchik pemerintah desa gampong lamcot sudah menjalankan

perannya sebagai féitas meskipun pada akhirnya tidak tercapai.

4.1.2 Peran Pemerintah Sebagai Mobilisator

Pemerintah desa sebagai mdaitor berperan mengarahkan setiap masyarakat
yang ingin mengurus administrasi agar melengkapi sywyefit yang diperlukan.
Pemerintah desa [@an hal ini menjelaskan dan memberi informasikepada masyarakat
mengenai tata cara pengurusan admnistrasi. &gbaga wawancara penulis dengan
Bapak Samsul Bahri selaku keuchik Gamporagricot menyatakan bahwa:

“Kepada warga atau madmiistiasi Rgartmelgngkapg me n g
syaratsyarat yang diperlukan serta memberi tau apa saja yang diperlukan. Misalnya

ada masyarakat yang mengurus kartu keluarga (KK) keuchik menyuruh warga

untuk menjumpai sekretaris desa dulu untuk mengambil blanko forriNaliti

kalau sudah selesai diisi baru kembali lagi ke keuchik untuk meminta tanda tangan

dan st%® mpel ”.

Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin selaku sekretaris desa menjelaskan

bahwa:

“Peran pemerintah desa sebagai kav bi 1 i s at
dengan jelas. Misalnya, mengenai tata cara pengurusan administrasi dalam
pembuatan kartu keluargaKK), KTP, dan sebagainya. Pemerintah desa
menyampaikan kepada warga & yang dilengkapi. Seperti mau buat surat
keterangan kurang mampu maka maagiat menjumpai keuchik terlebih dahulu,

selanjutnya keuchik menyuruh menjumpai sekretaris desa omtakgambil surat

% Hasil Wawancara PeriglDengan Samsul Bahri (Keuchi®ampong Lamcot Kecamatan Kuta Cot
Glie Kabupaten Aceh Besar tanggajuli 2020
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yang udah diketik. Kalau udah selesai balik lagi ke keuchik untuk tanda tangan dan
stempe¥Y desa”
Sedangkan wawancara dengan Bapak&aizzaman selaku kasi pemerintahan
juga menyebutkan bahwa:
“Peran pemerintah d mengarhkane ytanggmenguruskarb i 1 i s a
administrasi. Seperti keuchik atau sekretaris desa menjelskan-syarat yang
harus dilengkapi dan tata cara pembuatananpaa ¥ a j a ” .

Sebagai wawancara penulis dengan ibu Juliana selaku masyar@katpading

Lamcot yang meratakan bahwa:

“Masyarakat yang mengurus admnistras:i h
keuchik mengarahkan ke sektaris desa, baru kemudian menykeushik untuk
meminta tanda tan%®an dan stempal desa?”

Dari pernyataan diatas dapdisimpulkan bahwa peran pemerintah desa sebagai
mobilisator telah dijalankan dengan baik yakni, telah mengarahkan dalam informasi yang
jelas kepada masyarakat mengerada tcara pengurusan suatu agistrasi. Dengan
demikian pemerintah desa telah melakkanaugas dan tanggung jawabnya dengan baik
4.1.3Peran Pemerintah SebagaRegulator

Pemerintah sebagai regulator berperan memberi arahan kepada masyarakat untuk
mencapai tujan yang diharapkan.Dalam hal ini pemerintah desa menetapkan-aturan
aturan yang bersifabembina masyarakat sesuai standar operasional yang berlaku.Hal ini

dapat dilihat dari observasi penulis di Gampong Lamcot bahwa pemerintah desa

% Hasil Wawargara Penulis Dengan Zainuddin Selaku Sekretaris [&emampong Lamcot
Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar tanggjailli 2020
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menerapkan standar opsi@nal yang berlaku dalam pengurusan admistepgirs harus

melapor pada keuchik teaHulu kemudian selanjutnya diproses oleh sekretaris'ffesa.
Hasil wawancara dengan Bapak Samsul Bahri menjelaskan bahwa:
“Dalam melayani p e n g u rcaras yang beslakun iataui adat r a s i
standar operasionel tidak boleh dibuat begitu &ggala pengurusan administrasi
harus diketahui oleh keuchik, karena membutuhkan tanda tangan keuchik.Tanda
tangan itu tidak bisa diwakili. Oleh karenanya pengurusan admgiigiaharus
melalui keuchik atau s®kretaris desa t e
Demikian juga wawancara dengan Bapak Zainuddilaku sekretaris desa

menyatakan bahwa:
“Peran pemerintah desa sebagai regulator adalah melayani masyarakat sesuai
dengan aturaaturan tang berlaku. Pengurusan administrasi harus sesuai dengan
standaroperasionalSe gal a sesuatu ha®us diketai ole
Kepala seksi pemerintahaBak M. Zaini juga menyebutkan bahwa:
“Peran pemerintah desa sebagtugasnyaeanul at or
tanggung jawab sesuai dengan standar operasionalbglaku. Keuchik atau
Sekretaris desa mengurus administrasi masyarakat sesuai dengan kenyataan.
Maksudnya keuchik dan sekretéidek desa memalsukan data atau penipuan data

data pendduk. Sekretaris desa dan keuchik tidak menyalah gunakan
we wen®nhg?”.

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran pemerintah desa
sebagai regulator sudah dilaksanakan dengan baik. Pemerintah desa yang berfungsi

membimbing dan mengdrkan masyarakat dalam mengurus administrasi telah

100 Hasil Observasi Penulis di Gampong Lamcot Kedam&uta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar
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terlaksana. Pemeriah desa melayani masyarakat berdasarkan aturan atau standar
operasional (SOP) yang telah ditetapkan.Dalam hal pemerintah desa tidak menyalahkan
wewenang di kekuasaanya. Pemerintah desg jtidak melakukan penipuan atau
pemalsuan data kependudukan. $gpemalsuan data syarat miskin dan sebagainya.
Dengan demikian pemerintah desa menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sesuai

dengan amanat Undatndang yang berlaku.

4.2 Sistematika Pehyanan Administrasi Di Gampong Lamcot

Menurut A.S. Moenir mendefiniean pelayanan sebagai kegiatan yang dilakukan
oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu dimana tingkat
pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayatilatani, tergantung
kepada kemampuan penyedia jasa dalam memeatdpdn penggurtd?

Pelayanan administrasi adalah upaya pemerintah desa untuk melayani
masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan seperti kartu keluarga (KK),
KTP, Akta. Dalam haini pemerintah desa tidak membuat administrasi ters&aatara
langsung akan tetapi hanya bersifat memberikan surat pengantar yang dilengkapi tanda
tangan dan stempel. Selanjutnya prosesnya pembuatan administrasi tersebut dilakukan
oleh dinas yang bersakgan.

Untuk mencapai kelancaran proses pelayanan adrnasiisperlu adanya
penetapan sistematika atau tata cara berlaku. Hal ini bertujuan untuk mengatur dan

mengarahkan masyarakat sehingga proses pelayanan administrasi dapat berjalan

104 A S Moenir,Manajemen Pelayanadmum di IndonesigJakarta: PTBumi Aksara, 2002). Him.
26-27.
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sebagaimana mestiny&istematika pelayanan yang dimaksud harus sesuai dengan
standar operasional pemerintah desa agar memudahkan masyarakat ingin mengurus
administrasi.

Adapun tata cara pengurusan administrasiGdmpongLamcot telah diatur
sedemikian rupa untuk memudahkamtiap masyarakat memenuhi kebutuhan
administrasinya. Sistnatika pengurusan tersebut sangat mudah dipahami oleh
masyarakat serta dapat dijalankan. Masyarakat dapat memahami dengan mudah dalam
proses dan alur pengurusan. Diantara tatacara atau pengurusarstaalsi gampong
dapat dilihat pada akiitas yang dilkukan masyarakatSetiap masyarakat biasanya
melapor terlebih dahulu ke kechik mengenai keinginannya.Kemudian kechik
mengarahkan warga agar menjumpai sekretaris desa terkait pengambilaisysyatat
yang harus diisi. Kemudian sekretaris desa membuat tsgs@apun kelengkapan
administrasi yang dibutuhkan dan mengarahkan masyarakat agar kembali menjumpai
kechiki®®

Pengamatan diatas sejalan dengan pendagmk Samsul Bahri selalkeuchik
Gampong Lamdonyang menerangkan bahwa:

“Mengenai tat administasi geram@marmasyarakat melapor

kepada kachik dirumah, selanjutnya masyarakat datang kerumaktseisdes

untuk mengambil perlengkapan syasgaratnya atau blanko formulir ataupun

membuat surasurat lainnya, sudah selesai dibuat makaetarisdesamenyuruh

masyarakat untuk meminta ta¥da tangan

Sedangkan menurut Bapak Zainuddin Selaku Sekretaris desa mengatakan bahwa:

105 Hasil ObservasiPenulis diGampongLamcot KecamatarKuta Cot Glie KabupaterAcehBesar
tanggal4 Juni 2020

106 Hasil Wawancara Penulis Bgan Samsul Bahri I€uchik Gampong amcot kecamataiiuta Cot
Glie KabupaterAcehBesar tanggal 5 juni 2020



76

“tata caranya b odule lataukkerumahnsekretarks desa dulu.k
Selanjutnya baru dijelaskan tata caranya, Apakah harus melengkapi surat atau
langsung tanda tangan keucHk.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa tatacara atau sistematika
pengurusan administrasi @ampongLamcot diatur dengan sedemikian r@ggr proses
berjalan lancar dan mencapai hasil yang maksimal.Sistematika pengurusan administrasi
ini bersifat mengarahkan dan mengatur sehingga alur pelayanan administrasi berjalan
terarah.

Sedangkan wawancara péesulengan ibu Raiyati selaku masyarakigdéampong
Lamcot menjelaskan bahwa:

“ dtacara pengurusan administrasi pertama kali adalah lapor kechik dulu

selanjutnya datang ke sekretaris desa untuk diketik surat atau ambil syarat

pembuatan administrasi. Kemadibaru kembali ke kechik untuk memiraada
tangan dan ®tempel desa”.

Ibu Juliana juga menyatakan bahwa:

“ C aqara pengurusannya adalah melapor ke keuchik dulu, nanti keuchik

menjelaskan harus menjumpai sekretaris desa untuk membuat surat atau ambil

formulir. Baru jumpalagidengdne uc hi k untuk tand® tangan

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa sistematika pengurusan
administrasi harus sepengetahuanckik. Pada dasarnya masyarakat datang terlebih
dahulypada keuchik ata ke sekretaris desdan nenjelaskan keperluan yang dimaksud.

Sepertidalampembuatan kartu keluarga (KK) bagi keluarga baru atau warga pindah dari

kampung lain yang ingin mengganti alamat kartu keluarga (KK).Maka langkah pertama

107 Hasil Wawancar@enulisDenganZainuddin Sekretaris @&aGampongLamcotK ecamatarKuta
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harus mendatangi sekretadesa, selanjutnysekretaris desa mengarahkan warga untuk
mengisi blanko/formulir pembuataiika telah selesai maka langkah berikutnya adalah
warga diharuskan menjumpaidaehik untuk menandatangani tanda tangan kartu keluarga
(KK) serta memperoleh stermap gampondemudian o®rmulir tersebut dibawa
keperwakilan Disdukcapil untuk mengurus kartu keluarga (KK) baru. Demikian pula
dalam proses pembuatan KTP warga terlebih dahulu menjumpai keuchik dan
menyampaikan keperluan untuk membuat KTP. Keuchik selagjutgngarahkan
masyaréiat agar menjumpai sekretaris desa guna pembuatansurat keterangan penduduk.
Jika telah selesai maka surat tersebut dibawa kepada keuchik agar di tanda tangani dan
diberi stempel gampong?

Adapun ferkaitan dengan standar operasional anial proses pelayanan
administrasi dGampong Lamcot,Bapak Samsul Bahri selalkeuchik menyatakan
bahwa:

“Untuk pengurusan administrasi ada sist ¢

dengan standar yang telah ditetapkan yaitu setiap pengurusan admmsstras

dilakukan dagan sepengetahuan keucKi&rena setiap pengurusan administrasi
masyarakat memerlukan tanda tangan keuchik dan stempgftesa

Demikian pula pendapat Bapak Zainuddin selaku sekretaris desa mengatakan
bahwa:

“Setiap pe ngrasiwargaetang kepgemdudukan selalu berhubungan

dengan keuchik. Semua surat itu harus ada tanda tangan keuchik. Bearti standar

operasional pelayanan adminitrasi adalah memenuhi syarat dan memiliki tanda
tangan keuchikatau stempel desa?”

110 KesimpulanHasil WawancareDenganMasyaakat GamponglL amcotK ecamatarK uta Cot Glie
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Berdasarkampendapat tesebut dapat dipahami bahwa pelayanan administrasi
masyarakat diatur dalam sebuah sistem yang baku. Aturan tersebut dilaksanakan sesuai
dengan standar yang ditetapkan agar proses pelayanan kebutuhan warga dapat terpenuhi
dengan baik.Selain itigistematikapelayanan administrasi yang berpacu pada standar
operasional menjadi acuan dasar bagi pemerintah desa dalam melayani kebutuhan
masyarakat terkait pengurusan administrasi.

Sedangkan jangka waktu pengurusan suatu administrasi masyarakat tsifak ber
tetapdan pastiAdapun lamanya waktu yang diperlukan dalam mengurus administrasi
masyarakat tergantung pada keberadaan keuchik di gampong. Karena tidak adanya kantor
keuchik, masyarakat harus menjumpai keuchik di rumah yang belum tentu berada
ditemmt, mengingakeuchik memiliki pekerjaan lain di samping menjadi aparat desa.
Kadang kala pengurusan administrasi dapat selesai dalam tempo sehari dan terkadang
butuh waktu beberapa hari mengingat adanybadwgai faktor penghambat seperti telah
disebutkarsebelumnyaegperti ketiadaan keuchik di tempat dan lain sebagainya.

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang penulis lakukan bahwa jangka waktu
yang dibutuhkan dalam pengurusan administrasi Gimpong Lamcot tidak
pasti.Terkadang pengurusan admnaistdapat seles dalam waktu sathari dan kadang
kala msyarakat harus menunggu beberapa hari dikarenakan keuchik sedang berada di luar

wilayah kerjanya!® Demikian pulgpendapat keuchigkang menyatakan bahwa:

113 Hasil Observasi Penulis di Gampong Lamcot Kecamatan Kuta [BaK@bupaten Acehdar,
tanggal 4 juni 2020
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“Proses pe mdtrasatidak tientw sélagiya, minimal selesai dalam
satu hari. Namun kadg-kadang harus menunggu waktu saminggu jika
keuchiknya tidak ada dit%mpat. misalnya p
Bapak Zainuddin selakgekretaris desa juga menyatakahwa
“Pembuatan a d mi n i swvaktuatergantung cageb atauutiddk a n
keuchiknya di tempat. Jika ada keuchsktu harisiap kalau tidak ada keuchik
kadang harus menunggu beberapa hari?”. K
keuchik d¥n stempel?”
Dari hasil wawancara di atas, dapat di tarikikgsllan bahwa jangkaaktuyang
dibutuhkan dalam pengurusan administrasi tidak ada kepastian mengingat berbagai faktor
seperti tidak adanya keuchik ditempat, tidak lengkapnya syarat yang diminta dan lain
sebagainya.
Hasil wawancara penulis dengéyu Juliana selakumasyarakat terkait jangka
waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan administrasi menjelaskan bahwa:
“Proses pengurusan administras:i mudah d
waktunya yang tidakgsti.kadang satu hari langsung selesai, kadang maksya
harusbolakb a1l i k unt uk mencari keut®hik karena
Sedangkan Ibu Raiyati menjelaskan bahwa:
“Biasanya pembuatan administras:i itu to

keuchik ceptselesai kalau tidak ada keuchik harus balek lagdafg sampai
tiga hari tidak selesai kKdrena tidak ada

114 Hasil WawancaraPenulis DenganBapak Samsul Bahri éuchik GamponglLamcotKecamatan
KutaCot Glie KabupaterAcehBesar tanggal 5 juni 2020

115 HasilWawancardenulisDengarBapakZainuddin Sekretaris De€sampond_amcotk ecamatan
KutaCot Glie KabupaterAcehBesar tanggal funi 2020

116 Hasil Wawancar#@enulisDenganjuliana Masyarak&ampong_amcotK ecamatarK utaCot Glie
KabupaterAcehBesar tanggab juni 2020

117 Hasil WawancaraPenulis DenganRaiyati MasyarakaGampongLamcotKecamatarKuta Cot
Glie KabupaterAcehBesar tanggab juni 2020
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Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa jangka waktu pengurusan
administrasi tidak ada kepastiakarena cepat atau lambatnya proses pengurusan
administrasi tergantgnpada keuchik yang menjadi pemegang peran dalam melayani
masyarakat. Disamping itu, ketiadaan kantor keuchik merupakan sebab utama tidak
adanya kejelasan waktu yang diperlukan. Sel&in masyarakat merasa kesulitan
menjumpai keuchik di kediamannya mergah tidak adanya jadwal pelayanan yang
ditetapkan pemerintah desa sehingga masyarakat merasa segan untuk-lbereama
berada di rumah keudhi

Berdasarkan hasil penelitian diatas daptrik kesimpulan bahwa sematika
atau tata cara pengurusan admmasitdi Gampong Lamcot dilaksanakan dengan standar
operasional (SOP) vyang berlaku. Pengurusan administrasi dilakukan dengan
sepengetahuan keuchik. Hal ini dikarenakan tanda tangamikeian stempel desa tidak
dapat dialihkan oleh orang lain dan disalghnakan. Sehingga proses pelayanan
administrasi hanya dijalankan oleh keuchik dan sekretaris desa. Dengan demikian
administrasi di Gampong Lamcot menjadi tanggung jawab pemerintaten des

Dalam tatana kepemerintahan terhadap pelayanan administrasi gagrqaaiah
dilaksanakan secara sistematis, terstruktur dan terorganisir. Namun aktivitasnya tetap
dilakukan sesuai dengan mekanisme yang tumbuh dan berkembang sebagai kebiasaan

dalam kehidpan masyarakat.



5.1Kesimpulan

BAB V
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelitian yang dilakukan di Gampong Lamcot kecamatan Kuta

Cot Glie Kabupaten Aceh Besaengarmenggunakan Data Observasi, Wawanckia

Dokumentasmakadapatdisimpulkan bahwa:

1. Peran Pemerintah Desa Dalam pelayanan Adminitrasi Bagi Masyarakat

Gampong:

Pemerintah desa telah berupaya menjalankan perannya dengan baik yaitu

melayani masyarakat dengan membantu mengurus keperluan administrasi

kependudukan. Pemerintah desa telah seimaksmungkin meningkatkan

kualitas pelayanan administrasi dengan menyediagana dan prasarana

publik.

Pemerintah desa juga memberikan informasi dan mengarahkan

masyarakat untuk memenuhi syasgirat pengurusan administrasi.

a.

Pemerintah desa ga menglakan perannya sebagaisilitator yaitu
sudah berusaha semaksimal mungkinuknmenyediakan fasilitas
pelayanan administrasi seperti kantor keuchik. Akan tetapi tidak juga
terealisasi karena tidak disetujui dalam musrembang, dengan
demkian keuchik  penerintah desa Gampongaincot sudah
menjalankan perannya sebagai fasilitatoreskipun pada akhirnya
tidak tercapai.

Pemerintah desa juga menjalankan perannya sebagai Mobilisator
yaitu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai syarat

syarat ataupunrpses pengurusan administrasi pemerintah desa dalam
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melayani masyarakat seddmin rupa, sehingga pengurusan
administrasi terlaksana dengan baik.

c. Pemerintah desa juga melaksanakan fungsi dan perannya sebagai
regulator dalam melayani masyarakat, pemerideda dalam hal ini
mengarahkan dan rneyani pengurusan administrasi masyatak
sesuai standar operasional yang berlaku (SOP), sehingga kebutuhan
masyarakat terpenulidengan demikian pemerintah desa di Gampong
Lamcot telah terlaksanakan dengan baik.

2. Sisematika atau alur pengurusan administrasi di Gampong Lamcot yakni
setiap magarakat harus melapor pada keuchik terlebih dahulu. Selanjutnya
keuchik mengarahkan ke sekretaris desa dan kemudian masyarakat
mendatangi keuchik kembali untuk meminta tandadardpn stempel desa.

5.2 Saran

1. Kepada perangkat gampong lamcot, baik itucké dan jajarannya agar
membuat profil gampong dalam bentuk buku, supaya bisa menjadi pedoman
atau dukumen yang akan di gunakan untuk kepentingan lainnya.

2. Saranpeneliti untuk aparatur gampong menyediakan fasilitas, sarana dan
prasarana yang ada di gaomg lamcot, supaya pelayanan yang diberikan lebih
efektif dan maksimal.

3. Masyarakat harus Peka dan paham akan hak dan kewajiban sebagai masyarakat,
Sehingga dapat menuntut aparatur desa untuk memberikan pelayanan yang
maksimal sesuai dengan pasal 23 temntpengelolaan sarana, pelayartam

fasilitas pelayanan public
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LAMPIRAN:

PEDOMAN WAWANCARA

Dengan judul

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANANADMINISTRASI BAGI

MASYARAKAT GAMPONG LAMCOT KECAMATAN COT GLIE
KABUPATEN ACEH BESAR

DAFTAR PERTANYAAN

A. Pemerintah Desa ( Kepala Desa, Sekretaris Desa, , Kasi Pelayanan)

a.

Dimana terjadinya pelayanan administrasi masyar&kampong Lamcot
Kecamatan Cot Gli€abupaten Aceh Besar

Apakah Gampong LamcoKecamatan Cot Glie Kabupaten Aceh Besar
memiliki sarana dan prasarana yang memadaidalam pelayanan
administras?

Mengapa di Gampong LamcKecamatan Cot Glie Kabupaten Aceh Besar
tidak ada kantokeuchik?

Bagaimana tata cara pengurusan administrasi di Gampong Lamcot
Kecamatan Cot Glie Kabufen Aceh Bes&r

Bagaimana Proses pelayanan administrasainpong LamcoKecamatan

Cot Glie Kabupaten Aceh Besar seperti pembuatan akta kelahiran, kartu tanda
penduduk, dan lain sebagainya tanpa adanya kantor keuchik?

Apakah proses pelayanan administrdsiGampong LamcokKecamatan Cot

Glie Kabupaten Aceh Besherjalan lancar tanpa ada kantor keuchik?

Apakah yang menjadi faktor penghambasehinggadigampong lamcot
Kecamatan Cot Glie Kabupaten Aceh Besmium mempunyai kantor

keuchik?

. Apakah ada SOP ang mengatur tentang pelayanan administrasi bagi

masyarakat gampong lamdéecamatan Cot Glie Kabupaten Aceh Bé&sar
Berapa lama waktu yandibutuhkan pemerintah desa dalgmlayanan

admnistrasi, seperti pembuatan kartu keluarga, surat tanda kurang mampu, d



lain sebagainya dbampong LamcoKecamatan Cot Glie Kabupaten Aceh
BesaP

B. Masyarakat Gampong Lamcot:

a.

Bagaimana perapemerintah desa dalam pelayanan adminitrasi di Gampong
LamcotKecamatan Cot Glie Kabupaten Aceh B@sar
Bagaimanapendapatmasyarakatterhadap ketiadaan kantor keuchik
Gampong LamcdKecamatan Cot Glie Kabupaten Aceh B@sar

Bagaimana tanggapan masyaratexthadap proses pelayanan administrasi
oleh pemerintah deselama ini{Apakah berbelit, lama, dsb dengan kondisi
gampong lamcot yanbelum ada kantor kepala desa?

Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pelayanan administrasi yang
diberikan oleh pementah desa dengan kondgampong lamcot yang belum
ada kantorkeuchik?

Bagimana tata cargengurusan administrasi bagi masyarakaGdmpong
LamcotKecamatan Cot Glie Kabupaten Aceh Bé&sar

Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pengurusdministrasi
masyarakaGampong LamcoKecamatan Cot Glie Kabupaten Aceh Bé&sar
Apakah masyarakat merasa puas dengan pelayanan administrasi yang
diberikan pemerintah desa di Gampong Lamdé@camatan Cot Glie
Kabupaten Aceh Besaelama ini?

Apa harapan maarakat terhadap pemerintah desa dalam pelayanan
administrasi diGampong Lamcotecamatan Cot Glie Kabupaten Aceh
Besaf

Apakah yang menjadi penghbat bagi masyarakat dalam proses pengurusan
adminitrasi di Gampong LamcKecamatan Cot GliKabupaten Aceh Besar
Apakah pemerintah desa melaksanakan tugas, pokok, dan fsegeai
dengan aturan yang telah ditetapldangan kondisi gamporigmcot yang

belum ada kantdreuchik?



C. Kepala Kasi Pemerintahan

a.

Mengapa di Gampong LamcKecamatan Cot Glie Kabupaten Aceh Besar
belum ada kantor keuchik?

Bagaimana peran pemerintah desa dalam pelayanan administrasi di Gampong
LamcotKecamatan Cot Glie Kabupaten &cBesa?

Bagaimana proses pelayanan administrasb@mpong LamcoKecamatan

Cot Glie Kabupaten Aceh Bestanpa ada kantor keuchik?

Apakah sudah ada rancangan mengenai pembangunan kantor \audpik
berkaitan dengan pelayanan administrasi di Gampong a#fecamatan Cot

Glie Kabupaten Aceh Besar

Bagaimana kinerjgpemerintah desa dalam hal pelayanan administrasi
masyarakat Gampong Lamd¢ecamatan Cot Glie Kabupaten Aceh B&sar
Bagaimana peran pemerintah desa sebagai fasilator dalam pelayanan
administasi masyarakat Gampong Lamé&scamatan Cot Glie Kabupaten
Aceh Besd?

Bagaimana peran pemerintah desa sebagai mobilisator dalam pelayanan
administrasi masyarakat Gampong Lami§€etamatan Cot Glie Kabupaten
Aceh Besa?

. Bagaimana peran pemerintah des@bagai regulator dalam pelayanan

administrasi masyarakat Gaong Lamcotecamatan Cot Glie Kabupaten
Aceh Besa?
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